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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah dalam 
pemberdayaan masyarakat industri yang berbasis ekonomi kreatif di Kabupaten 
Bantaeng. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis 
penelitian deskriptif analisis untuk menggambarkan mengenai pemberdayaan 
masyarakat berbasis ekonomi kreatif sektor kuliner di Kab Bantaeng. Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan libray research yang 
meliputi kutipan langsung dan tidak langsung dan filed research meliputi 
observasi, wawancara dan dokumenter. Data dianalisis melalui analisis deskriptif. 
Penelitian ini menggunakan teori pemberdayaan masyarakat, kebijakan 
publik, dan teori ekonomi kreatif. 
Hasil penelitian menjelaskan bahwa Peranan Pemerintah Daerah 
Kabupaten Bantaeng dalam Pemberdayaan masyarakat industri berbasis ekonomi 
kreatif ada 3 yaitu Tatanan regulasi, Pengarahan strategi, dan Pelatihan. Faktor 
pendorong pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat industri adalah 
Dukungan Multipihak baik dari Pemerintah (PMD PP & PA, Koperasi, RKB), 
Semangat dan respon positif dari masyarakat, Keterlibatan Beberapa Lembaga 
seperti NGO Lokal (LSM), Pendamping Desa, Pemerintah Desa dan Pemasaran. 
Sedangkan faktor penghambatnya adalah Kualitas SDM yang masih rendah, 
belum profesional, dan Paradigma masyarakat yang konservatif masih takut 





A. Latar Belakang 
 Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menurut 
Undang-Undang Dasar 1945 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk 
menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, 
dipandang perlu untuk menekankan kepada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta 
masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan 
keanekaragaman daerah1. 
 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 disebut undang-undang tentang 
Pemerintahan Daerah, karena undang-undang ini pada prinsipnya mengatur 
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas 
desentralisasi. 
 Hakikat mendasar otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 
Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah adalah untuk memberdayakan masyarakat, 
menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat dan 
mengembangkan peran dan fungsi DPRD melalui prinsip demokrasi, peran serta 
masyarakat, pemerataan keadilan dengan memerhatikan potensi dan 
keanekaragaman2. Untuk mewujudkan pemberdayaan, kesejahteraan, dan 
kemandirian masyarakat perlu didukung oleh pengelolaan pembangunan yang 
partisipatif. Pada tatanan pemerintahan diperlukan perilaku pemerintahan yang jujur, 
                                                           
 1HAW. Widjaja, Pemerintahan Desa/Marga "Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 
1999 Tentang Pemerintahan Daerah"(Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2003), h. 1. 
 2HAW.Widjaja, Otonomi Desa (Jakarta : Rajawali pers, 2014),  h.83. 
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terbuka, bertanggung jawab, dan demokrasi, sedangkan pada tatanan masyarakat 
perlu dikembangkan mekanisme yang memberikan peluang peran serta masyarakat 
dalam proses pengambilan keputusan bagi kepentingan bersama. 
 Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses dimana masyarakat, 
khususnya mereka yang kurang memiliki akses ke sumber daya pembangunan, 
didorong untuk meningkatkan kemandiriannya didalam menngembangkan 
perikehidupan  mereka. Pemberdayaan masyarakat juga merupakan proses siklus 
terus menerus, proses partisipasi di mana anggota masyarakat bekerja sama dalam 
kelompok formal maupun informal untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman serta 
berusaha mencapai tujuan bersama.3 
 Pemberdayaan masyarakat juga merupakan salah satu upaya untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui beberapa kegiatan antara lain 
peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat, perbaikan lingkungan dan 
perumahan, pengembangan usaha ekonomi, pengembangan lembaga keuangan, serta 
kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam 
menaikkan hasil produksinya.4 
 Agenda pemberdayaan masyarakat juga sesuai dengan yang dimaksud oleh 
Allah swt sebagaimana tercantum dalam QS Ali-Imran/ 3: 110 yang berbunyi sebagai 
berikut: 
                                                           
 3Muh. Nur Akbar, Skripsi, "Analisis Peran Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa di 
Kabupaten Bulukumba", Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Hasanuddin Makassar, 2015, 
h.19. 
 4Chyntia P. Marentek, Pdf, "Peranan Pemerintah Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat 
Di Era Otonomi Daerah" (Suatu Studi di Desa Kali Oky Kec.Tombatu Kab.Minahasa Tenggara),h.1. 
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 ۡ=ُ?@Aُ  ِC َنوGُHُIَۡJ ِسLﱠ@NِO PۡQَGِRُۡأ Uٍ ﱠHُأ GَVۡRَ ِفوGُXۡYَOۡﭑ  [ِ\َ َن]َۡ^@َۡJَو ِG_َ@YُOۡٱ 
 ِC َن]ُ@HِaُۡJَو ِۗ ﱠcﭑ  dَُۡھأ [َHَاَء ]َۡOَو ِh َٰ?_ِOۡٱ  =ُُ^@ۡ ﱢH =ُۚ ^ﱠO اGٗVۡRَ َنL_ََO َن]ُ@HِaۡYُOۡٱ  =ُُھGَُmAَۡأَو
 َن]ُnoِ َٰpOۡٱ ١١٠  
Terjemahnya : 
 
Kamu (umat islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk 
manusia,(karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah 
dariyang mungka, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli kitab 
beriman,tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang 
beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik.5 
  
 Upaya-upaya pemberdayaan masyarakat berperan meningkatkan kualitas 
sumber daya manusia (SDM) terutama dalam membentuk dan merubah perilaku 
masyarakat untuk mencapai taraf hidup yang lebih berkualitas. Pembentukan dan 
perubahan perilaku tersebut, baik dalam dimensi sektoral yakni dalam seluruh aspek 
atau sektor-sektor kehidupan manusia; dimensi kemasyarakatan yang meliputi 
jangkauan kesejahteraan dari materil hingga non materil; dimensi waktu dan kualitas 
yakni jangka pendek hingga jangka panjang dan peningkatan kemampuan dan 
kualitas untuk pelayanannya, serta dimensi sasaran yakni dapat menjangkau dari 
seluruh strata masyarakat6. 
 Ketidak berdayaan masyarakat termasuk masyarakat miskin, disebabkan 
masalah ekonomi dan juga disebabkan kurangnya akses masyarakat untuk: 
                                                           
 5Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya Juz 1-30 (Surabaya: Mahkota), h. 80. 
 6Khaerana hijra, Skripsi, "Peranan Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa 
Tinggimae, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa", Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas 
Hasanuddin Makassar, 2012, h.3. 
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1) Memperoleh berbagai pelayanan dalam peningkatan kemampuan dan 
keterampilan untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif dalam 
meningkatkan pendapatannya. 
2) Penyediaan sarana dan prasarana dan pendidikan baik formal maupun 
informal. 
3) Berbagai informasi dan teknologi tepat guna yang dibutuhkan masyarakat 
serta pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas. 
 Kebijakan pemberdayaan masyarakat merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari kebijakan Otonomi Daerah Kabupaten dan Kota. 
 Pengembangan ekonomi masyarakat merupakan bagian dari pengembangan 
masyarakat, karena itu konsep pengembangan ekonomi masyarakat dengan konsep 
pengembangan masayarakat secara umum tidak jauh berbeda serta tidak terlepas dari 
konsep besar dari pengembangan masyarakat itu sendiri, yang meliputi ciri dan 
karakter pengembangan yang berdasarkan tiga hal utama yaitu berbasis masyarakat 
(community based), berbasis sumber daya setempat (local resources based) dan 
berbasis kelanjutan (sustainable).7 
 Islam diakui adanya suatu tanggung jawab sosial , Al-Qur’an telah memberi 
petunjuk sebagaimana yang tertera dalam QS Al-Qasas/ 28: 77 yang berbunyi sebagai 
berikut: 
 
 ِxَ?Cۡٱَو  yَzَٰJاَء ٓLYَVِ| َۖةGَRِٓۡٱَرا ﱠOُﭑ ^ﱠNOٱ  َJ ََو [َHِ yََVَِ َ@ ۖLَVۡ ﱡOٱ  ٓLYَAَ [oِَۡأَو
 [َoََۡأ ُ ﱠcٱ  ِxَۡJ ََو ۖyَVَۡOِإ َدLoََpOۡٱ  ِ| ِۖضَۡرۡٱ  ﱠِنإ َ ﱠcٱ  ﱡhُِ َ َ[ِoِpۡYُOۡٱ  ٧٧   
                                                           
 7Ismail Firdaus Dkk. Pengamalan Al-Quran tentang pemberdayaan dhuafa (Jakarta:Dakwah 





Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan 
Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan 
berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik 
kepadamu, dan jangnlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah 
tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.8 
  
 Adapun Hadis yang menjelaskan tentang kepedulian sosial yang merujuk 
kepada pemberdayaan masyarakat : 
 
 ْ[\َ Cأ ةGَْGَُھ .ع.ر لL:لL  ُل]ْر  ِﷲ م.ص :  ْ[Hَ p  ْ[\َ  ٍ=NoِHُ UَCGْAُ 
 ْ[Hِ  ِبGَA LَV ﱡOا  َﱠp  ُﷲ  ُ@\  ْGAُ UَC  ْ[Hِ  ِبGَAُ م]ْ  َHَLVnOا ِU  ْ[Hو  َGﱠo َN\َ 
 ُﷲGَﱠoGoHُ  ِVَْN\َ |  ﱡOا خاوLَV  ِةَر  ْ[Hَو  َG?َ LYًِNoْHُ  ُهG?  ُﷲ | ن]ْ\َ 
 ِXOا  َنLALHَ  ُXOا ِ| ن]ْ\  ِVْRِأ. >ىرھاور< 
 
Artinya :  
 
 "Abu Hurairah berkata, Rasulullah saw. bersabda, Seorang muslim saudara 
terhadap muslim lainnya, tidak menganiaya dan tidak akan membiarkan 
saudaranya dianiaya. Barang siapa yang (memenuhi) kebutuhannya, dan 
barang siapa yang melapangkan kesusahan orang lain maka Allah akan 
melapangkan kesusahannya di hari kiamat, barang siapa yang menutupi aib 
orang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat." (HR Al-
Bukhari)9 
  
                                                           
 8Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya Juz 1-30 (Surabaya: Mahkota), h. 
556. 
 9Muhammad Ibnu Ismail Abu Abdillah Al-Bukhari Al-Ja'fi, Shahih Bukhari, Juz 3, (Cet 1 ; 
t.tp:Tug Al-Najah, 1422 H), h. 128. 
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Pemerintah mulai melirik industri kreatif sebagai alternatif roda penggerak 
ekonomi yang akan terus berputar. Departemen Perdagangan menyebutkan industri 
kreatif adalah bagian tak terpisahkan dari ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif dapat 
dikatakan sebagai sistem transaksi penawaran dan permintaan yang bersumber pada 
kegiatan ekonomi yang digerakkan oleh sektor industri yang disebut industri kreatif. 
Industri kreatif meliputi 16 subsektor, yaitu kuliner; arsitektur; disain produk; disain 
interior; disain grafis; film, animasi dan video; musik; fesyen; seni pertunjukan; 
games dan aplikasi; kriya; radio dan televisi; seni rupa; periklanan; fotografi; serta 
penerbitan.10 
 Pemerintah menyadari bahwa ekonomi kreatif yang berfokus pada penciptaan 
barang dan jasa dengan mengandalkan keahlian, bakat, dan kreativitas sebagai 
kekayaan intelektual adalah harapan bagi ekonomi Indonesia untuk bangkit, bersaing, 
dan meraih keunggulan dalam ekonomi global. Pengembangan ekonomi kreatif 
Indonesia merupakan wujud optimisme serta luapan aspirasi untuk mendukung 
mewujudkan visi Indonesia yaitu menjadi negara yang maju. Terbukti dengan 
dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia No.72 Tahun 2015 tentang 
Badan Ekonomi Kreatif (BEK).11 
 Pemerintah Indonesia melihat bahwa berbagai subsektor dalam industri kreatif 
berpotensi untuk dikembangkan karena bangsa Indonesia mempunyai sumber daya 
insani kreatif dan warisan budaya yang kaya. Selain itu, industri kreatif juga dapat 
memberikan kontribusi di beberapa aspek kehidupan. Industri kreatif perlu 
dikembangkan di Indonesia karena memiliki peranan penting dalam pengembangan 
                                                           
 10Dani Danuar Tri U, Skripsi, "Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 
Berbasis Ekonomi Kreatif Di Kota Semarang", Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro 
Semerang, 2013, h. 3-4. 
 11Peraturan Presiden Nomor 6 tahun 2015 Tentang Badan Ekonomi Kreatif. 
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ekonomi negara dan daerah. Pertama, sektor industri kreatif memberikan kontribusi 
ekonomi yang signifikan seperti peningkatan lapangan pekerjaan, peningkatan 
ekspor, dan sumbangannya terhadap PDB. Kedua, menciptakan Iklim bisnis positif 
yang berdampak pada sektor lain. Ketiga, membangun citra dan identitas bangsa 
seperti turisme, ikon Nasional, membangun budaya, warisan budaya, dan nilai lokal. 
Keempat, berbasis kepada Sumber Daya yang terbarukan seperti ilmu pengetahuan 
dan peningkatan kreatifitas. Kelima, menciptakan inovasi dan kreativitas yang 
merupakan keunggulan kompetitif suatu bangsa. Terakhir, dapat memberikan dampak 
sosial yang positif seperti peningkatan kualitas hidup dan toleransi sosial.12 
 Salah satu daerah yang mengembangkan perekonomiannya dengan ekonomi 
kreatif adalah Kab. Bantaeng, dengan memanfaatkan sumber daya alam (SDA) di 
setiap desa. Misalnya, sabun cuci muka dari rumput laut yang dinamakan Dua Cantik 
di kemas seperti bungkus sabun pada umumnya yang di produksi di Pajjukukang 
Kab. Bantaeng, minuman sarabba bubuk yang dinamakan Sarabba’ Jagoan Jahe di 
kemas dalam kemasan aluminium foil standing pouch dan memiliki 3 macam rasa 
yang di produksi di Desa  Tombolo Kec. Gantarangkeke Kab. Bantaeng. Kripik 
pisang yang dinamakan PH Banana Chips memiliki 4 macam rasa yang di produksi di 
Desa Kaloling Kec. Tompobulu Kab. Bantaeng. Jagung marning yang dinamakan 
Layoaku Marning memiliki 3 macam rasa  dan di produksi di Desa Layoa Kec. 
GantarangKeke Kab. Bantaeng. Kripik bawang yang dinamakan Sipakalabbiri Kripik 
memiliki 6 macam rasa dan di produksi di Desa Tombolo Kec. Gantarang Keke Kab. 
Bantaeng. Krupuk Hidayah 99 memiliki 4 macam rasa yang di produksi di Desa 
                                                           
 12Dani Danuar Tri U, Skripsi, "Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 
Berbasis Ekonomi Kreatif Di Kota Semarang", Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro 
Semerang, 2013. h. 4-5. 
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Bateballa Kec. Pa’jukukang Kab. Bantaeng. Abon Ikan dan Abon Ayam Aisyiah di 
produksi di jl. Monginsidi Kec. Bissappu Kab. Bantaeng. Bawang Goreng yang 
dinamakan Kires di produksi di Desa Bonto Lojong Kec. Ulu Ere Kab. Bantaeng. 
Kopi Karaeng yang di produksi di Desa Bonto Bajeng Kec. Tompobulu Kab. 
Bantaeng.  
 Peran pemerintah dalam memberdayakan masyarakat industri berbasis 
ekonomi kreatif menjadi perhatian untuk dikaji berkenaan juga dengan prestasi-
prestasi yang sudah diraih oleh Kabupaten Bantaeng. Pemerintah juga dituntut untuk 
membentuk dan mengubah pola pikir masyarakat agar mencapai taraf hidup yang 
lebih berkualitasyang bukan hanya terbarukan, tetapi juga tak terbatas yaitu ide, 
talenta, dan kreativitas. 
 Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik melakukan penelitian 
terkait Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat Industri Berbasis 
Ekonomi Kreatif di Kabupaten Bantaeng. 
 
B. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan yang 
menarik untuk dikaji dan dianalisis : 
1. Bagaimana Bentuk Upaya Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat 
Industri berbasis Ekonomi Kreatif di Kabupaten Bantaeng  ? 
2. Faktor Pendorong dan Penghambat Pemerintah dalam Pemberdayaan 




C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
 Pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh 
informasi yang akurat sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan, adapun tujuan 
penelitian sebagai berikut : 
1. Tujuan Penelitian 
1) untuk mengetahui upaya pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat 
industri berbasis ekonomi kreatif di kabupaten bantaeng. 
2) untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat pemerintah 
dalam pemberdayaan masyarakat industri berbasis ekonomi kreatif di 
kabupaten bantaeng.  
2. Kegunaan/Manfaat Penelitian 
1) Manfaat teoritis 
a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Politik 
pada umumnya, khususnya mengenai peran pemerintah daerah dalam 
memberdayakan masyarakat industri berbasis ekonomi kreatif. 
b. Dapat bermanfaat juga selain sebagai informasi juga sebagai literatur 
atau bahan informasi ilmiah yang digunakan untuk mengembangkan 
teori yang sudah ada dalam bidang Ilmu Politik. 
2) Manfaat Praktis 
a. Sebagai suatu sarana untuk menambah wawasan bagi parapembaca 
mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah. 
b. Untuk memberikan tambahan pengetahuan bagi para pihak yang 
terkait dan sebagai bahan informasi dalam kaitannya  dengan 
perimbangan yang menyangkut masalah ini. 
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D. Penelitian Terdahulu 
 Tinjauan pustaka merupakan salah satu metode untuk melakukan penelitian 
dalam bentuk kepustaaan. Indikasinya melacak dan menelusuri literature yang 
memiliki subtansi kajian sebagaimana inti pembahasan dalam penelitian ini secara 
komprehensip. 
NO NAMA JUDUL METODE 
PENELITIAN 
HASIL 


















Ekonomi Kreatif di Kota 





dihadapi antara lain 
permodalan, bahan baku 
dan faktor produksi, 
tenaga kerja, biaya 
transaksi, pemasaran, 
dan HAKI (Hak Atas 
Kekayaan Intelektual).13 
                                                           
 13Dani Danuar Tri U, Skripsi, "Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 
Berbasis Ekonomi Kreatif Di Kota Semarang", Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro 

















Jawa Barat sudah 
membuat peraturan 
daerah dan cetak biru 
ekonomi kreatif, namun 
masih ada permasalahan 
yang dihadapi antara lain 
: Investasi dan 
perlindungan HAKI, 
permodalan, dan daya 
dukung riset terhadap 
ekonomi kreatif masih 
kurang.14 




















Industri kerajinan di 
Kabupaten Bandung, 
dilihat dari beberapa 
aspek memiliki 
kompetensi yang cukup 
tinggi, seperti terlihat 
pada aspek motivasi, 
ketersediaan tenaga 
kerja, dan kemampuan 
pengelolaan bahan baik. 
                                                           
 14Rosmawaty Sidauruk, Jurnal, "Peningkatan Peran Pemerintah Daerah dalam Rangka 














Namun ada beberapa 
kendala, diantaranya 








masih sulit, bantuan 
dalam pemasaran dan 




melibatkan tiga pihak 
yaitu : pemerintah, 










                                                           
 15Suryana, Rofi Rofaida, Pdf, "Strategi Peningkatan Kompetensi Sumberdaya Manusia Pada 
Industri Kreatif Berbasis Bahan Baku Lokal Sebagai Upaya Peningkatan Daya Saing Industri  (kajian 
pada industri kerajinan di Kab. Bandung)", h. 23. 
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ATBM di Kecamatan 
Purwosari dilakukan 
dengan mengoptimalkan 
sumber daya manusia 
khususnya masyarakat 




pelatihan secara turun 
temurun baik pembinaan 
dari masyarakat itu 
sendiri maupun dari 
pihak pemerintah dan 
dunia usaha/bisnis. 












strategi tersebut dapat 
mencakup semua lini 
ekonomi kreatif pada 
kerajinan ATBM.16 






































Kambing Gilang Mulyo 
adalah terdapat tiga 
peran dalam peningkatan 






Kambing Gilang Mulyo 
                                                           
 16Bagus Udiansyah Permana, dkk, Jurnal, "Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui 
Inovasi Ekonomi Kreatif Dalam Penanggulangan Kemiskinan  (Studi Kasus Industri Kerajinan Alat 






















memberikan arahan yang 
jelas, pengantar inspirasi 
dari dinas terkait. Ketiga,  
peran pendamping 
sebagai fasilitator yang 
memberikan fasilitas 
untuk kebutuhan yang 
dibutuhkan kelompok 
Ternak Kambing Gilang 
Mulyo. Sedangkan 
dampak dari peningkatan 
perekonomian adalah 
meningkatkan kuantitas 
dan kualitas kambing 





































                                                           
 17Nurul Jannah, Skripsi, "Peran Pemerintah Kabupaten Bantul Dalam Pemberdayaan 
Masyarakat Melalui Program Community Development Mengentaskan Kemiskinan Pada Kelompok 
Ternak Kambing di Kampung Bumen Wetan, Dusun Gilang, Bantul, Yogyakarta", Fakultas Dakwah 






 Wiliam Wiersma menyatakan bahwa : A theory is a generalisation or series of 
generalization by which we attempt to explain some phenomena in a systematic 
manner. Teori adalah generalisasi atau kumpulan generalisasi yang dapat digunakan 
untuk menjelaskan berbagai fenomena secara sistematik.18 
 
1. Teori Peran 
 Menurut Soerjono Soekanto dalam buku Sosiologi Suatu Pengantar 
mengatakan bahwa Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan. Apabila seseorang 
melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia 
menjalankan suatu peranan. Peranan mencakup 3 hal, yaitu : 
1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat 
seseorang dalam masyarakat. 
2) Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu 
dalam masyarakat sebagai organisasi. 
3) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi 
struktur sosial masyarakat.19 
 Peranan merupakan aspek yang  dinamis  dari  kedudukan  (status). Apabila 
seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban- kewajibannya sesuai  dengan  
                                                           
 18Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta,cv, 
2016), h. 52. 
 19Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta : PT. Raja Grapindo Pwersada, 
2003), h. 217. 
 18 
 
kedudukannya  maka  dia  menjalankan  suatu peranan. Pembedaan antara kedudukan 
dari peranan adalah suatu kepentingan ilmu pengetahuan  keduanya  tak  dapat  
dipisah-pisahkan, oleh karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya 
juga demikian tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. 
Sebagaimana halnya dengan kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana 
halnya dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti.20 
 Peranan yang melekat pada diri seseorang, harus dibedakan dengan posisi atau 
tempatnya dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi  atau tempat seseorang dalam 
masyarakat  (yaitu  sosial position) merupakan  unsur  yang  statis  yang  
menunjukkan  tempat   individu dalam organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak  
menunjuk  pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Dapat disimpulkan 
bahwa setiap orang menduduki suatu posisi  atau  tempat  dalam masyarakat serta 
menjalankan suatu peranan.21 
 Menurut  Horton  dan  Hunt  peran   adalah   perilaku yang diharapkan dari 
seseorang yang memiliki suatu status.  Berbagai peran yang tergabung dan terkait  
pada  satu  status  ini  oleh  Merton dinamakan perangkat peran. Dalam kerangka 
besar, organisasi masyarakat, atau yang disebut sebagai struktur sosial, ditentukan 
oleh hakekat dari peran-peran  ini,  hubungan  antara  peran-peran  tersebut, serta 
distribusi sumberdaya yang langka di antara orang-orang yang memainkannya. 
Masyarakat yang berbeda merumuskan, mengorganisasikan, dan memberi imbalan 
(reward) terhadap aktivitas- aktivitas mereka dengan cara yang berbeda, sehingga 
setiap masyarakat memiliki struktur sosial yang berbeda pula.  Bila  yang diartikan 
dengan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status 
                                                           
 20 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar , cet.7  (Jakarta:  Rajawali,  1986), h. 220. 
 21 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar ,  h. 221. 
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tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang 
melakukan peran tersebut. Perilaku peran mungkin berbeda dari perilaku yang 
diharapkan karena beberapa alasan. Teori Peran memberikan dua harapan Pertama 
Harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran. Kedua Harapan-harapan 
yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap orang lain yang mempunyai relasi 
dengannya dalam menjalankan perannya.22 Teori peran memberikan dua harapan dan 
saling berhungan untuk mendapatkan reward atau imbalan. 
 Pengertian dari Paul B. Horton, Chester L. Hunt dalam buku yang berjudul 
Sosiologi mengatakan bahwa Peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang 
yang menduduki suatu status tertentu.23 
 Menurut Paulus Wirutomo dalam buku Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi 
David Berry mangatakan bahwa, Peranan sebagai seperangkat harapan-harapan yang 
dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Dalam 
pandangan ini, peranan-peranan dalam pekerjaan, keluarga, kekuasaan dan peranan-
peranan lain, yang diciptakan oleh masyarakat bagi manusia.24 
 
2. Kebijakan Publik 
Thomas R. Dye memberikan pengertian dasar mengenai kebijakan publik 
sebagai apa yang tidak dilakukan maupun yang dilakukan oleh pemerintah. 
Sedangkan Easton memberikan pengertian kebijakan Publik sebagai pengalokasian 
nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannnya mengikat, 
                                                           
 22David Berry, Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi (Jakarta:Rajawali, 1981), h. 41. 
 23Paul B. Horton, Chester L. Hunt, Sosiologi (Jakarta: Penerbit Erlangga,1984), h. 143. 
 24Paulus Wirutomo, Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi David Berry (Jakarta: PT. Raja 
Geravindo Persada, 2003), h. 105-108. 
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sehingga cukup pemerintah yang dapat melakukan sesuatu tindakan kepada 
masyarakat dan tindakan tersebut merupakan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh 
pemerintah yang merupakan bentuk dari pengalokasian nilai-nilai kepada 
masyarakat.25 
Menurut Woll, Kebijakan Publik adalah sejumlah aktivitas pemerintah untuk 
memecahkan masalah di masyarakat baik secara langsung maupun melalui berbagai 
lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Sedangkan James E. Anderson 
memberikan definisi kebijakan Publik sebagai kebijakan-kebijakan yang dibangun 
oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah, dimana implikasi dari kebijakan 
itu adalah : 1) kebijakan Publik selalu memPunyai tujuan tertentu atau memPunyai 
tindakan-tindakan yang berorientasi pada tujuan; 2) kebijakan Publik berisi tindakan 
pemerintah; 3) kebijakan Publik merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh 
pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang masih dimaksudkan untuk dilakukan; 4) 
kebijakan Publik yang diambil bisa bersifat positif dalam arti merupakan tindakan 
pemerintah mengenai segala sesuatu masalah tertentu atau bersifat negatif dalam arti 
merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu; 5) kebijakan 
pemerintah setidak-tidaknya dalam arti yang positif didasarkan pada peraturan 
perundangan yang bersifat mengikat dan memaksa.26 
Adapun proses kebijakan Publik menurut James E. Anderson adalah sebagai 
berikut :  
1. Identifikasi Masalah dan Agenda Setting 
                                                           
25Hessel Nogi Tangkilisan, Kebijakan Publik Yang Membumi (Lukman Offset, Yogyakarta: 
2003) ,h. 2. 
26 Hessel Nogi Tangkilisan,Kebijakan Publik Yang Membumi, h. 2. 
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Fokus pada tahap ini adalah bagaimana masalah-masalah bisa di jadikan 
sebagai kebijakan Publik yang di spesifikasikan dan di identifikasikan. Mengapa 
hanya beberapa masalah dari semua yang ada, yang dapat menerima 
pertimbangan oleh pembuat kebijakan yang membutuhkan sebuah pemeriksaan 
dari agenda setting. Hal ini mengenai bagaimana badan-badan pemerintah 
memutuskan masalah apa yang layak. Apakah sebuah kebijakan Publik, mengapa 
hanya beberapa ?  Keadaan atau persoalan apa yang bisa menjadi masalah Publik 
? Bagaimana masalah bisa menjadi agenda pemerintahan ? Mengaapa beberapa 
masalah tidak berhasil menjadi agenda kebijakan ? 
2. Formulasi 
Hal ini meliputi berbagai macam tindakan berupa pembuatan dan 
pengidentifikasian, seringkali disebut pilihan untuk memecahkan atau 
memperbaiki masalah Publik. Siapa yang ikut serta dalam perumusan kebijakan ? 
Bagiamana pilihan untuk menghadapi sebuah masalah pembangunan? Adakah 
kesulitan dan penyimpangan dalam usulan perumusan kebijakan ? 
3. Adopsi 
Tahap ini tentang memutuskan pilihan yang dimaksud, termasuk tidak 
mengambil tindakan yang digunakan untuk mengatasi masalah. Di Badan 
Legislatif Amerika fungsi ini dilakukan oleh sebagian besar/ kaum mayoritas. 
Bagaimana sebuah kebijakan diadopsi atau ditetapkan ? Apa saja persyaratan 
yang harus dipenuhi ? Apa isi dari kebijakan yang ditetapkan ? 
4. Implementasi/ Pelaksanaan 
Pada tahap ini, perhatiannya pada apa yang terselesaikan untuk 
melaksanakan atau menerapkan kebijakan yang telah ditetapkan. Seringkali 
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pembangunan lebih lanjut atau pengembangan kebijakan akan menjadi bagian 
dari pelaksanaan mereka. Siapa yang dilibatkan ? Apakah sesuatu hal sudah 
terlaksana sesuai kebijakan yang  diselenggarakan atau ditetapkan ? Bagiamana 
bentuk bantuan pelaksanaan atau menentukan isi dari kebijakan ? 
5. Evaluasi 
Kegiatan ini memerlukan maksud untuk menentukan apakah sebuah 
kebijakan terpenuhi, apakah kebijakan tersebut memiliki akibat yang lain ? 
Siapakah yang dilibatkan ? Siapakah yang diuntungkan dan dirugikan oleh 
kebijakan ? Apakah akibat dari evaluasi kebijakan ? Apakah ada permintaan 
untuk perubahan atau pencabutan kebijakan ? Apakah terdapat permasalahan 
baru yang teridentifikasikan ? Apakah proses kebijakan diulangi kembali karena 
evaluasi ?27 
 
3. Pemberdayaan Masyarakat 
 Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (empowerment), 
berasal dari kata 'power' (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama 
pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan.28 
 Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, 
pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau 
keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang 
mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada 
                                                           
27 James E. Anderson, Public Policymaking-Sixth Edition, (Houghton Mifflin Company, 
Boston. 2006), H. 3-4. 
 28Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, (Bandung: PT. Refika 
Aditama, 2005), h. 57. 
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keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat 
yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan 
dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun 
sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai 
mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam 
melaksanakan tugas-tugas kehidupanya.29 
 Parsons et.al. menyatakan bahwa proses pemberdayaan umumnya dilakukan 
secara kolektif. Menurutnya, tidak ada literatur yang menyatakan bahwa proses 
pemberdayaan terjadi dalam relasi satu-lawan-satu antara pekerja sosial dan klien 
dalam setting pertolongan perseorangan. Meskipun pemberdayaan seperti ini dapat 
meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan diri klien, hal ini bukanlah strategi 
utama pemberdayaan. Dalam konteks pekerjaan sosial, pemberdayaan dapat 
dilakukan melalui tiga aras atau matra pemberdayaan (empowerment setting): 
mikro,mezzo,dan makro.30 
1. Aras Mikro. Pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui 
bimbingan, konseling, stress management, crisis intervention. Tujuan utamanya 
adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas 
kehidupannya. Model ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada 
tugas (task centered approach). 
2. Aras mezzo. Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. 
Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media 
                                                           
 29Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, (Bandung: PT. Refika 
Aditama, 2005), h.59-60 
 30Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, h. 66. 
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intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan 
sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan 
sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang 
digadapinya. 
3. Aras Makro. Pendekatan ini desebut juga sebagai Strategi Sistem Besar (large-
system strategy), karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan 
yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, 
lobbying, pengorganiwsasian masyarakat, manajemen konflik, adalah beberapa 
strategi dalam pendekatan ini. 
 Edi Suharto mengemukakan pelaksanaan pencapaian tujuan pemberdayaan 
dapat diterapkan melalui lima pendekatan yaitu : 31 
1) Pemungkin, menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat 
mampu berkembang secara optimal. 
2) Penguatan, memperkuat pengetahuan dan kemampuan serta menumbuhkan 
kepercayaan diri masyarakat agar bisa menunjang kemandirian. 
3) Perlindungan, melindungi masyarakat yang lemah dari adanya persaingan yang 
tidak sehat dan kelompok kuat yang berupa mengeksploitasi. 
4) Penyokongan, memberikan bimbingan dan dukungan kepada masyarakat agar 
mampu menjalankan peranan tugas-tugas dalam kehidupannya dan menyokong 
agar tidak terjatuh dalam keadaan yang merugikan. 
5) Pemeliharaan, menjaga keseimbangan distribusi kekuasaan untuk menjamin 
setiap orang memperoleh kesempatan berusaha. 
                                                           
 31Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, (Bandung: PT. Refika 
Aditama, 2005), h. 67-68. 
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 Pemberdayaan masyarakat umumnya dirancang dan dilaksanakan secara 
komprehensif jika menampilkan lima karakteristik, yakni: 
1) Pemberdayaan masyarakat berbasis lokal adalah perencanaan dan pelaksanaan 
pemberdayaan yang dilakukan dengan melibatkan sumber daya lokal, dan 
hasilnyapun dinikmati oleh masyarakat itu sendiri. 
2) Pemberdayaan masyarakat berorientasi kesejahteraan adalah pemberdayaan yang 
dirancang dan dilaksanakan dengan fokus untuk meningkatkan tingkat 
kesejahteraan pada masyarakat sekitar. 
3) Pemberdayaan masyarakat bersifat holistik, maksudnya mencakup semua aspek. 
Sumber daya lokal, seperti alam, budaya, tradisi, patut didayagunakan. 
4) Pemberdayaan masyarakat berbasis kemitraan dalam hal ini misalnya membuka 
akses bagi masyarakat terhadap teknologi, pasar, pengetahuan, modal, dan 
manajemen yang lebih baik serta pergaulan bisnis yang lebih luas sehingga dapat 
menciptakan lapangan pekerjaan baru. 
5) Pemberdayaan masyarakat berkelanjutan, yaitu suatu kegiatan pemberdayaan 
yang dilakukan secara terus menerus tidak berhenti pada suatu program yang 
telah terselesaikan saja tetapi terus berkesinambungan dengan program yang 
lain.32 
 
4. Ekonomi Kreatif 
 Istilah Ekonomi Kreatif berkembang dari konsep modal berbasis kreatifitas 
yang dapat berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Menurut 
                                                           
 32Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, (Bandung: PT. Refika 
Aditama, 2005), h. 71. 
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Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Agung Pascasuseno (2014), "ekonomi 
kreatif merupakan ekonomi gelombang ke-4 yang mana kelanjutan dari ekonomi 
gelombang ketiga dengan orientasi pada kreatifitas, budaya, serta warisan budaya dan 
lingkungan".33 
 Ekonomi Kreatif adalah suatu konsep untuk merealisasikan pembangunan 
ekonomi yang berkelanjutan berbasis kreatifitas. Pemanfaatan Sumber Daya yang 
bukan hanya terbarukan, bahkan tidak terbatas, yaitu ide, gagasan, bakat atau talenta 
dan kreativitas. Nilai ekonomi dari suatu produk atau jasa di era kreatif tidak lagi 
ditentukan oleh bahan baku atau sistem produksi seperti pada era industri, tetapi lebih 
kepada pemanfaatan kreatifitas dan penciptaan inovasi melalui perkembangan 
teknologi yang semakin maju. Industri tidak dapat lagi bersaing di pasar global 
dengan hanya mengandalkan harga atau kualitas produk saja, tetapi harus bersaing 
berbasiskan inovasi, kreativitas dan imajinasi.34 
 UNCTAD dalam Creative Economy Report, mengemukakan "creativity' in 
this context refers to the formulation of new ideas and to the application of these 
ideas to produce original works of art and cultural products, functional creations, 
scientific inventions and technological innovations. There is thus an economic aspect 
to creativity, observable, in the way it contributes to entrepreneurship, fosters 
innovation, enhances productivity and promotes aconomic growth."35 
                                                           
 33Rochmat Aldy Purnomo, Ekonomi Kreatif : Pilar Pembangunan Indonesia, (Surakarta: 
Ziyad Visi Media, 2016), h. 6. 
 34Rochmat Aldy Purnomo, Ekonomi Kreatif : Pilar Pembangunan Indonesia, h. 8. 
 35Suryana, Ekonomi Kreatif, Ekonomi Baru: Mengubah Ide dan Menciptakan Peluang, 
(Jakarta: Salemba Empat, 2013), h. 35. 
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 Mengutip dari Cetak Biru Ekonomi Kreatif 2025, ekonomi kreatif merupakan 
suatu penciptaan nilai tambah (ekonomi, sosial, budaya, lingkungan) berbasis ide 
yang lahir dari kreativitas sumber daya manusia (orang kreatif) dan berbasis 
pemanfaatan ilmu pengetahuan, termasuk warisan budaya dan teknologi. Terdapat 3 
hal pokok yang menjadi dasar dari ekonomi kreatif, antara lain : 
1) Kreativitas (Creativity) 
Dapat dijabarkan sebagai suatu kapasitas atau kemampuan untuk 
menghasilkan atau menciptakan suatu yang unik, fresh, dan dapat diterima 
umum. 
2) Inovasi (Innovation) 
Suatu transformasi dari ide atau gagasan dengan dasar kreativitas dengan 
memanfaatkan penemuan yang sudah ada untuk menghasilkan suatu produk 
ataupun proses yang lebih baik, bernilai tambah, dan bermanfaat. 
3) Penemuan (Invention) 
Istilah ini lebih menekankan pada menciptakan sesuatu yang belum 
pernah ada sebelumnya dan dapat diakui sebagai karya yang mempunyai fungsi 
yang unik atau belumpernah diketahui sebelumnya.36 
 John Howkins, menulis buku "Creative Economi, How People Make Money 
From Ideas" mendefinisikan Ekonomi Kreatif sebagai kegiatan ekonomi dimana 
input dan outputnya adalah gagasan. Atau dalam satu kalimat yang singkat, esensi 
                                                           
 36Rochmat Aldy Purnomo, Ekonomi Kreatif : Pilar Pembangunan Indonesia, (Surakarta: 
Ziyad Visi Media, 2016), h. 9-10. 
 28 
 
dari kreativitas adalah gagasan. Maka dapat dibayangkan bahwa hanya dengan modal 
gagasan, seseorang yang kreatif dapat memperoleh penghasilan yang relatif tinggi.37 
Tiga konsep utama kreativitas ekonomi, yaitu sebagai berikut : 
1. Kreativitas ekonomi menyangkut proses menghasilkan sesuatu dari sesuatu yang 
tidak ada. 
2. Kreativitas ekonomi merupakan hasil dari kolaborasi dalam menghasilkan 
sesuatu yang lama dengan cara-cara baru. 
3. Kreativitas ekonomi merupakan penggunaan sesuatu untuk menciptakan sesuatu 
yang lebih sederhana atau lebih baik.38 
 Ekonomi Kreatif berperan dalam perekonomian suatu bangsa terutama dalam 
menghasilkan pendapatan (income generation), menciptakan lapangan kerja (job 
creation) dan meningkatkan penerimaan hasil ekspor (export earning), meningkatkan 
teknologi (technology development), menambah kekayaan intelektual (intelectual 
property), dan peran sosial lainnya. Oleh sebab itu, ekonomi kreatif dapat dipandang 
sebagai penggerak pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu bangsa (engine of 
economic growth and development).39 
 Menurut UNCTAD dan UNDP dalam Sumarry Creative Economics Report, 
secara potensial ekonomi kreatif berperan dalam menggerakkan pertumbuhan 
ekonomi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut. 
                                                           
 37Rochmat Aldy Purnomo, Ekonomi Kreatif : Pilar Pembangunan Indonesia, (Surakarta: 
Ziyad Visi Media, 2016), h. 10. 
 38Suryana, Ekonomi Kreatif, Ekonomi Baru: Mengubah Ide dan Menciptakan Peluang, 
(Jakarta: Salemba Empat, 2013), h. 36 
 39Suryana, Ekonomi Kreatif, Ekonomi Baru: Mengubah Ide dan Menciptakan Peluang, h. 37. 
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1. Ekonomi kreatif dapat mendorong penciptaan pendapatan, penciptaan lapangan 
kerja, dan penerimaan ekspor. Selain itu, ekonomi kreatif juga dapat 
mempromosikan aspek-aspek sosial (social inclousin), ragam budaya, dan 
pengembangan sumber daya manusia. 
2. Ekonomi kreatif memupuk ekonomi, budaya, dan aspek-aspek sosial yang saling 
berhubungan dengan teknologi, kekayaan intelektual, dan tujuan-tujuan wisata. 
3. Merupakan seperangkat ilmu pengetahuan yang berbasis aktivitas ekonomi 
dengan suatu dimensi perkembangan dan ketertarikan antara tingkat makro dan 
mikro untuk ekonomi secara keseluruhan. 
4. Ini adalah salah satu pilihan pengembangan yang layak untuk menggugah inovasi 
yang multidisiplin, respon kebijakan, dan tindakan antarkementrian. 
5. Di dalam jantung ekonomi kreatif terdapat industri-industri kreatif.40 
 Komponen inti dan pendukung merupakan mesin pendorong perkembangan 
(engine of growth) kegiatan ekonomi kreatif. Menurut Mt. Auburn yang dikutip oleh 
Departemen Perdagangan (2008), terdapat tiga komponen inti dan tiga komponen 
pendukung dalam ekonimi kreatif yang terdapat di suatu daerah, yang meliputi : 
1. the creative cluster (kelompok kreatif), yaitu perusahaan, kelompok, dan 
individu yang secara langsung maupun tidak langsung menghasilakan produk 
kultural. 
2. the creative workforce (tenaga kerja kreatif), yaitu orang-orang pemikir dan 
pelaksana yang dilatih secara khusus dalam keterampilan budaya dan artistik 
                                                           
 40Suryana, Ekonomi Kreatif, Ekonomi Baru: Mengubah Ide dan Menciptakan Peluang, 
(Jakarta: Salemba Empat, 2013), h. 37. 
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yang mendorong kepemimpinan industri yang tidak hanya terbatas pada budaya 
dan seni. 
3. the creative community (komunitas kreatif), yaitu tempat konsentrasi area 
geografis dari pekerjaan kreatif, bisnis kreatif, dan organisasi budaya.41 
 













                                                           
 41Suryana, Ekonomi Kreatif, Ekonomi Baru: Mengubah Ide dan Menciptakan Peluang, 












1. Peningkatan keterampilan dan kreatifitas masyarakat 
2. Masyarakat mampu menerapkan ilmu yang diperoleh 
Outcome : 
1. Peningkatan kesejahteraan masyarakat 
2. Masyarakat mampu hidup mandiri 





1. Jenis Penelitian 
 Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis peneltian 
deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan bagaimana Peran Pemerintah 
dalam Pemberdayaaan Masyarakat Industri Berbasis Ekonomi Kreatif di Kabupaten 
Bantaeng. 
 Kirk dan Miller  mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi 
tertentu dalam ilmu pengetahuan social yang secara fundamental bergantung dari 
pengamatan pada manusia dalam wilayahnya. Dan metode penelitian kualitatif 
sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 
tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati42. 
 Menurut Taylor dan Bog Penelitian Kualitatif dapat diartikan sebagai 
penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata tertulis maupun 
lisan dan tingkahlaku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti43. 
2. Objek Penelitian 
 Objek penelitian yang dimaksud disini adalah Menganalisis suatu individu, 
keadaan atau kelompok/komunitas tertentu yang merespon terhadap peran 
pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat industri berbasis ekonomi kreatif. 
                                                           
 42Lexy J Meleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 1989), h. 
4. 




3. Lokasi Penelitian 
 Penelitian ini dilakukan di Kab. Bantaeng. 
4. Sumber Data 
a) Data Primer 
 Adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. 
b) Data Sekunder 
 Merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada 
pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.44 
5. Metode Pengumpulan Data 
 Dalam pengumpulan data penulis akan menggunakan metode sebagai berikut : 
a) Observasi (Pengamatan Lapangan) 
 Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya 
melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya. disebut 
juga sebagai pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian 
melalui pengamatan dan pengindraan.45 
 Dalam penelitian kualitatif, sering menggabungkan teknik observasi 
partisipatif dengan wawancara mendalam. Selama melakukan observasi, peneliti juga 
melakukan interview kepada orang- orang yang ada di dalamnya.46 
b) Wawancara 
 Esterberg mendefinisikan bahwa Wawancara merupakan pertemuan dua orang 
untuk bertukar informasi danide melalui tanya jawab, sehingga dapat di 
                                                           
 44Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods), (Bandung: Alfabeta,cv , 2014),  
h. 308. 
 45Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif (Jakarta: Kencana Media Group, 2007),  h. 111. 
 46Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods),h. 317. 
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konstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.47 Dalam Penelitian, Peran 
Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Industri Berbasis Ekonomi Kreatif di 
Kabupaten Bantaeng yang akan menjadi informan dalam penelitian ini adalah 
Pemerintah Daerah yang terkait/menangani masalah pemberdayaan Masyarakat Di 
Kabupaten Bantaeng, dan Penggiat Ekonomi Kreatif. 
a) Dokumentasi 
 Penggunaan foto untuk melengkapi sumber data jelas besar sekali 
manfaatnya. Pada umumnya memberikan gambaran tentang foto sebagai data atau 
sebagai pendorong kearah menghasilkan data, perlu dikemukakan satu hal penting 
yaitu apabila sumber datanya berasal dari gambar akan baik sekali bila data itu 
dimasukkan kedalam catatan lapangan,barulah dianalisis.48 
6. Teknik Analisis Data 
 Peneliti dalam menganalisa data dikemudian hari akan menggunakan teknik 
analisis deskriptif. yang mana peneliti akan menjabarkan hasil penelitian yang 
berkaitan dengan variabel penelitian. Penjabaran hasil penelitian akan menggunakan 






                                                           
 47Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods), (Bandung: Alfabeta,cv , 2014),  
h. 316. 
 48Lexy J Meleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 1989), h. 
157. 




ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Sejarah Kabupaten Bantaeng 
a. Sejarah Terbentuknya Kabupaten Bantaeng 
Komunitas Onto memiliki sejarah tersendiri yang menjadi cikal bakal 
Bantaeng. Menurut Karaeng Imran Masualle salah satu generasi penerus dari 
kerajaan Bantaeng, dulunya daerah Bantaeng ini masih berupa lautan. Hanya 
beberapa tempat tertentu saja yang berupa daratan yaitu daerah Onto dan beberapa 
daerah di sekitarnya yaitu Sinoa, Bisampole, Gantarang keke, Mamapang, Katapang 
dan Lawi-Lawi. Masing-masing daerah ini memiliki pemimpin sendiri-sendiri yang 
disebut dengan Kare’. Suatu ketika para Kare yang semuanya ada tujuh orang 
tersebut, bermufakat untuk mengangkat satu orang yang akan memimpin mereka 
semua.50 
Sebelum itu mereka sepakat untuk melakukan pertapaan lebih dulu, untuk 
meminta petunjuk kepada Dewata (Yang Maha Kuasa) siapa kira-kira yang tepat 
menjadi pemimpin mereka. Lokasi pertapaan yang dipilih adalah daerah Onto. 
Ketujuh Kare itu kemudian bersamadi di tempat itu. Tempat-tempat samadi itu 
sekarang disimbolkan dengan Balla Tujua (tujuh rumah kecil yang beratap, 
berdidinding dan bertiang bambu). Pada saat mereka bersemadi, turunlah cahaya ke 
Kare Bisampole (Pimpinan daerah Bisampole) dan terdengar suara :”Apangaseng 
                                                           
50 https://bantaengkab.go.id/profil_daerah, di akses pada 1 mei 2018, pukul 17.35 wita. 
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antu Nuboya Nakadinging dinginganna” (Apa yang engkau cari dalam cuaca dingin 
seperti ini). 
Lalu Kare Bisampole menjelaskan maksud kedatangannya untuk mencari 
orang yang tepat memimpin mereka semua, agar tidak lagi terpisah-pisah seperti 
sekarang ini. Lalu kembali terdengar suara:“Ammuko mangemako rimamampang 
ribuangayya Risalu Cinranayya (Besok datanglah kesatu tempat permandian yang 
terbuat dari bamboo). Keesokan harinya mereka mencari tempat yang dimaksud di 
daerah Onto. Di tempat itu mereka menemukan seorang laki-laki sedang mandi. 
“Inilah kemudian yang disebut dengan To Manurunga ri Onto,” jelas Karaeng 
Burhanuddin salah seorang dari generasi kerajaan Bantaeng. Lalu ketujuh Kare 
menyampaikan tujuannya untuk mencari pemimpin, sekaligus meminta Tomanurung 
untuk memimpin mereka. Tomanurung menyatakan kesediaannya, tapi dengan 
syarat. “Eroja nuangka anjari Karaeng, tapi nakkepa anging kau leko kayu, nakke 
je’ne massolong ikau sampara mamanyu” (saya mau diangkat menjadi raja 
pemimpin kalian tapi saya ibarat angin dan kalian adalah ibarat daun, saya air yang 
mengalir dan kalian adalah kayu yang hanyut),” kata Tomanurung. Ketujuh Kare 
yang diwakili oleh Kare Bisampole pun menyahut; “Kutarimai Pakpalanu tapi 
kualleko pammajiki tangkualleko pakkodii, Kualleko tambara tangkualleko racung.” 
(Saya terima permintaanmu tapi kau hanya kuangkat jadi raja untuk mendatangkan 
kebaikan dan bukan untuk keburukan, juga engkau kuangkat jadi raja untuk jadi obat 
dan bukannya racun).51 
Maka jadilah Tomanurung ri Onto ini sebagai raja bagi mereka semua. 
Pada saat ia memandang ke segala penjuru maka daerah yang tadinya laut berubah 
                                                           
51 https://bantaengkab.go.id/profil_daerah, di akses pada 1 mei 2018, pukul 17.35 wita. 
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menjadi daratan. Tomanurung ini sendiri lalu mengawini gadis Onto yang dijuluki 
Dampang Onto (Gadis jelitanya Onto). Setelah itu mereka pun berangkat ke arah 
yang sekarang disebut gamacayya. Di satu tempat mereka bernaung di bawah pohon 
lalu bertanyalah Tomanurung pohon apa ini, dijawab oleh Kare Bisampole: Pohon 
Taeng sambil memandang kearah enam kare yang lain. Serentak kenam kare yang 
lain menyatakan Ba’ (tanda membenarkan dalam bahasa setempat). Dari sinilah 
kemudian muncul kata Bantaeng dari dua kata tadi yaitu Ba’ dan Taeng jelas 
Karaeng Imran Masualle. Konon karena daerah Onto ini menjadi daerah sakral dan 
perlindungan bagi keturunan raja Bantaeng bila mendapat masaalah yang besar, 
maka bagi anak keturunan kerajaan tidak boleh sembarangan memasuki daerah ini, 
kecuali diserang musuh atau dipakaikan dulu tanduk dari emas. Namun kini hal itu 
hanya cerita. Karena menurut Karaeng Burhanuddin semua itu telah berubah akibat 
kebijakan Pemda yang telah melakukan tata ruang terhadap daerah ini. Kini 
Kesakralan daerah itu hanya tinggal kenangan. Tanggal 7 (tujuh) menunjukkan 
simbol Balla Tujua di Onto dan Tau Tujua yang memerintah dimasa lalu, yaitu: Kare 
Onto, Bissampole, Sinowa, Gantarangkeke, Mamampang, Katapang dan Lawi-
Lawi.52 
b. Bantaeng Sudah Ada Sejak Tahun 500 Masehi. 
Tahun 1254 dalam atlas sejarah Dr. Muhammad Yamin, telah dinyatakan 
wilayah Bantaeng sudah ada, ketika kerajaan Singosari dibawah pemerintahan Raja 
Kertanegara memperluas wilayahnya ke daerah timur Nusantara untuk menjalin 
hubungan niaga pada tahun 1254-1292. Penentuan autentik Peta Singosari ini jelas 
membuktikan Bantaeng sudah ada dan eksis ketika itu. Bahkan menurut Prof. 
                                                           
52  https://bantaengkab.go.id/profil_daerah, di akses pada 1 mei 2018, pukul 17.35 wita. 
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Nurudin Syahadat, Bantaeng sudah ada sejak tahun 500 masehi, sehingga dijuluki 
Butta Toa atau Tanah Tuo (Tanah bersejarah). 
Selanjutnya laporan peneliti Amerika Serikat Wayne A. Bougas menyatakan 
Bantayan adalah Kerajaan Makassar awal tahun 1200-1600, dibuktikan dengan 
ditemukannya penelitian arkeolog dan para penggali keramik pada bagian penting 
wilayah Bantaeng yakni berasal dari dinasti Sung (960-1279) dan dari dinasti Yuan 
(1279-1368).53 
c. Penetapan Hari Jadi Bantaeng 
Sesuai kesepakatan yang telah dicapai oleh para pakar sejarah, sesepuh dan 
tokoh masyarakat Bantaeng pada tanggal 2-4 Juli 1999. berdasarkan Keputusan 
Mubes KKB nomor 12/Mubes KKB/VII/1999 tanggal 4 Juli 1999 tentang penetapan 
Hari Jadi Bantaeng maupun kesepatan anggota DPRD Tingkat II Bantaeng, telah 
memutuskan bahwa sangat tepat Hari Jadi Bantaeng ditetapkan  pada tanggal 7 bulan 
12 tahun 1254, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor: 28 tahun 1999.54 
 








                                                          
53  https://bantaengkab.go.id/profil_daerah, di akses pada 1 mei 2018, pukul 17.35 wita. 
54  https://bantaengkab.go.id/profil_daerah, di akses pada 1 mei 2018, pukul 17.35 wita. 
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Sumber: https://bantaengkab.go.id/profil_daerah, di akses pada 1 mei 2018, pukul 17.35 wita. 
 
Kabupaten Bantaeng adalah salah satu dari 24 kabupaten/kota yang ada di 
Sulawesi Selatan. Berada di kawasan selatan Sulawesi Selatan dengan jarak kurang 
lebih 120 km dari Kota Makassar. Terletak pada posisi antara 5°21’13’’ - 5°35’26’’ 
Lintang Selatan dan 119°51’42’’-120°05’27’’ Bujur Timur. 
Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Bantaeng memilik batas-batas: 
Utara    - Kabupaten Gowa; 
Timur   - Kabupaten Bulukumba; 
Selatan - Laut Flores; 
Barat    - Kabupaten Jeneponto. 
Luas wilayah Kabupaten Bantaeng termasuk dalam kategori 3 (tiga) 
Kabupaten/kota dengan luas terkecil di Sulawesi Selatan. Luasnya hanya 395,83 
km2, panjang pantai 21,5 km dengan lebar 4 mil atau hanya kurang lebih 0,87 persen 
dari luas total Sulawesi Selatan.55 
Berdasarkan elevasi (ketinggian dari permukaan laut), dataran di Kabupaten 
Bantaeng terdiri dari: 
25 m – 100 m = 37,5 % 
100 m – 500 m = 12,5 % 
300 m – 500 m = 12,5 % 
500 m – 1000 m = 37,5 % 
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 https://bantaengkab.go.id/profil_daerah, di akses pada 1 mei 2018, pukul 17.35 wita. 
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Sebagian besar wilayah di Kabupaten Bantaeng merupakan desa bukan 
pesisir yaitu sebanyak 52 desa. Hanya 15 desa yang terletak di daerah pesisir. Desa 
bukan pesisir ada yang terletak pada daerah aliran sungai, lereng bukit dan juga ada 
yang terletak pada dataran.56 









Wilayah administrasi Kabupaten Bantaeng terbagi menjadi 8 Kecamatan, 67 
desa/kelurahan dengan pembagian 21 kelurahan dan 46 Desa, dengan luas wilayah 
masing-masing kecamatan yaitu : Bissappu (32,84 km2), Uluere (67,29 km2), Sinoa 
(43 km2), Bantaeng (28,85 km2), Eremerasa (45,01 km2), Tompobulu (76,99 km2), 
Pajukukang (48,9 km2), dan Gantarangkeke (52,95 km2).57 
Keberhasilan pembangunan yang telah dicapai memungkinkan delapan 
kecamatan di Kabupaten Bantaeng memiliki sarana dan prasarana yang memadai 
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untuk menjalankan roda pemerintahan. Demikian juga halnya dengan jumlah PNS 
yang ada di daerah ini, telah disebar pada delapan kecamatan, sebagai usaha untuk 
meningkatkan pelayanan pada masyarakat di masing-masing wilayah pemerintahan. 
Kecamatan Bantaeng menjadi pusat pemerintahan sehingga sarana dan 
prasarana perkantoran kabupaten Bantaeng hampir semua berada di Kecamatan 
Bantaeng. Selain itu Kecamatan Bissappu juga menjadi salah satu Kecamatan yang 
sebagian wilayahnya menjadi alternative untuk pengembangan wilayah perkotaan 
Kabupaten Bantaeng, sehingga kedua kecamatan ini menjadi kecamatan yang lebih 







Sumber: https://bantaengkab.go.id/profil_daerah, di akses pada 1 mei 2018, pukul 17.35 wita. 
 
Komposisi penduduk Kabupaten Bantaeng menunjukkan bahwa sebagian 
besar penduduk berada pada usia produktif yaitu umur 15 sampai 64 tahun sebesar 
66,70 persen dari total penduduk yang berjumlah 195.451 orang. Sedangkan 
penduduk yang berusia muda yaitu umur 0 sampai 14 tahun sebesar 27,95 persen 
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 https://bantaengkab.go.id/profil_daerah, di akses pada 1 mei 2018, pukul 17.35 wita. 
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dan penduduk yang berusia tua yaitu umur 65 tahun keatas sebesar 5,34 persen. Laju 
pertumbuhan penduduk setahun terakhir yaitu sekitar 0,62 persen. Kepadatan 
penduduk 466 jiwa per kilometer persegi dengan  jumlah rumah tangga sebanyak 
45.294. Rata-rata anggota rumah tangga adalah 5, artinya setiap rumah tangga rata-
rata dihuni lima jiwa. 
Angka Beban Ketergantungan (Dependency Ratio) sebesar 49,92 persen, 
berarti dari 100 orang penduduk usia proroduktif akan menanggung secara ekonomi 
sekitar 50 orang usia tidak produktif. Sedangkan sex ratio sebesar 94 berarti setiap 
100 jiwa perempuan terdapat 94 penduduk pria.59 
 
B. Hasil Penelitian 
1. Upaya Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Industri Berbasis 
Ekonomi Kreatif di Kabupaten Bantaeng 
Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, 
pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau 
keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang 
mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk 
pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu 
masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan 
kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, 
maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, 
                                                           
59  https://bantaengkab.go.id/profil_daerah, di akses pada 1 mei 2018, pukul 17.35 wita. 
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mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri 
dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.60 
Pemberdayaan masyarakat adalah perujudan dari pengembangan kapasitas 
masyarakat yang bernuansa pada pemberdayaan sumberdaya manusia agar paham 
dengan hak dan kewajibannya sesuai dengan status dan peran di masyarakat. 
Perlunya upaya pemberdayaan adalah berangkat dari kenyataan masih lemahnya 
posisi sebagian besar masyarakat dalam menuntut hak dan menjalankan 
kewajibannya ditunjukkan dengan kurang aksesnya mereka terhadap beberapa 
fasilitas, misalnya informasi, teknologi, permodalan usaha, hukum, dan apalagi 
kemampuan kontrol. Berbagai kelemahan akses tersebut diawali dengan rendahnya 
tingkat pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat terutama di pedesaaan.61 Hal 
serupa dikemukakan oleh Bapak Indrawan selaku kepala bidang UEMD SDA dan 
TTG di Dinas PMD, PP dan PA bahwa: 
“memberdayakan masyarakat adalah pekerjaan pemerintah yang paing inti 
dan utama yang harus dilakukan, apalagi di bidang perekonomian. Karena 
suatu daerah dikatakan berhasil membangun daerahnya apabila 
masyarakatnya terberdaya baik dalam sisi pendidikan maupun ekonominya, 
dan terberdayaanya msayarakat dilihat dari tingkat kesejahteraannya”.62 
 
Kartasasmita menjelaskan, upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat 
dari tiga sisi. Pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi 
masyarakat berkembang (enabling). Kedua, memperkuat potensi atau daya yang 
dimiliki oleh masyarakat (empowering). Dalam rangka pemberdayaan ini, upaya 
                                                           
60 Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, (Bandung: PT. Refika 
Aditama, 2005), h. 59-60. 
61 Mikhael Wurangian, Skripsi, “Strategi Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat 
(Studi Bagi Masyarakat Petani Desa Basaan I Kecamatan Ratatotok)”, mahasiswa Ilmu Pemerintahan 
FISIP UNSTRAD, h.7-8. 
62 Wawancara dengan Bapak Indrawan selaku Kepala Bidang UEMD SDA dan TTG di Dinas 
PMD, PP dan PA Kab. Bantaeng, Senin 2 April 2018,  Pukul 08.05 Wita. 
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yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta 
akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, 
informasi, lapangan kerja, prasarana dan sarana dasar baik fisik, serta ketersediaan 
lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran di pedesaan.63  
Beragam strategi yang terurai dalam kegiatan Pemerintah daerah 
dilaksanakan untuk memotivasi masyarakat menemukan potensi diri dalam rangka 
meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Pengembangan kapasitas masyarakat 
(pemberdayaan masyarakat) dapat diupayakan dengan berbagai strategi yang 
disesuaikan dengan kondisi dan berbagai potensi yang ada di masyarakat setempat. 
Hal serupa dikemukakan oleh Bapak Sumarlin selaku demisioner ketua bidang 
UEMD SDA dan TTG di Dinas PMD, PP dan PA bahwa: 
“Dalam meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang ekonomi, langkah 
paling utama yang harus dilakukan adalah melihat potensi yang dimiliki 
daerah tersebut, menganalisis apa yang menjadi kendala dan mencari 
solusinya. Pemerintah Kabupaten Bantaeng (PMD,PP,PA) sejauh ini sudah 
melihat langsung ,menganalisis kendala-kendala yang telah dihadapi dan 
bekerjasama dengan Dinas Koperasi dan Rumah Kreatif Bantaeng sebagai 
solusi permasalahan yang dihadapi masyarakat selama ini”.64 
 
Pak Dirga selaku pengurus RKB mengemukakan bahwa: 
“Bentuk kerjasama RKB dengan Dinas PMD,PP,PA dan Dinas Koperasi 
terkait pengembangan kapasitas masyarakat Kab. Bantaeng di sektor 
ekonomi kreatif adalah memberi inovasi baru, misalnya Produk rumput laut 
yang selama ini hanya di olah menjadi kue kami kembangkan menjadi sabun 
pencuci muka yang dinamakan Dua Cantik. Produk kripik pisang yang 
selama ini di produksi dengan rasa original dan balado dengan kemasan 
plastik biasa kami kembangkan menjadi Kripik pisang dengan 4 rasa yaitu 
coklat, greentea, original dan balado dengan menggunakan kemasan 
aluminium foil standing pouch sehingga semakin menarik. Atau minuman 
                                                           
63 Chyntia P. Marentak, Pdf, “Peranan Pemerintah Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat 
Di Era Otonomi Daerah (Suatu Studi Di Desa Kali Oki Kec. Tombatu Kab. Minahasa Tenggara), h. 3. 
64 Wawancara dengan Bapak Sumarlin selaku Demisioner Kepala Bidang UEMD SDA dan 
TTG di Dinas PMD, PP dan PA Kab. Bantaeng, Senin 2 April 2018,  Pukul 10.19 Wita. 
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Sarabba (susu/telur) yang selama ini disajikan dengan gelas dan hanya bisa 
dinikmati di warung tertentu atau membuatnya sendiri di rumah, kami 
kembangkan menjadi Sarabba Bubuk yang dinamakan Jagoan Jahe dan 
memiliki 3 rasa yaitu Coklat, Original, dan Santan juga dikemas dalam 
plastik Aluminium foil standing pouch. Masih banyak lagi produk lain yang 
telah berhasil di kembangkan, pemasaran produk-produk tersebut juga 
sudah tidak lagi di pasarkan hanya di skala desa atau  toko-toko kecil saja 
tetapi sudah masuk dalam toko-toko besar seperti Alfamart bahkan sudah 
ada produk yang di ekspor keluar provinsi ”.65 
Berikut adalah nama-nama UKM yang telah berkembang di Kabupaten 
Bantaeng : 





1 BUM Desa Pajjukukang Sabun wajah 
rumput laut 
Rp 20.000 Rp 20.000 Terdaftar 
BPOM 
2 Permata Hijau Kripik pisang 4 
rasa 
Rp 5.000 Rp 12.000 Terdaftar 
BPOM 
3 Jagoan Jahe Sarabba bubuk Rp 8.000 Rp 16.000 Terdaftar 
BPOM 
4 Layoaku Jagung marning 
Jahe 
Rp 5.000 Rp 12.000 Terdaftar 
BPOM 
5 Sipakalabbiri Kripik bawang Rp 5.000 Rp 12.000 Terdaftar 
BPOM 
6 Hidayah 99 Krupuk kriuk Rp 5.000 Rp 12.000 Terdaftar 
BPOM 
7 Aisyiah Abon ikan & Rp 10.000 Rp 22.000 Terdaftar 
                                                           
65 Wawancara dengan Bapak Dirga selaku Konsultan Produksi&SDM RKB dan pengurus 




8 Kires Bawang goreng Rp  6.000 Rp 12.000 Terdaftar 
BPOM 
9 Kopi Karaeng dan 
Turaya Coffe 




Tabel 1:  Ukm di Kabupaten Bantaeng, Data dari pihak Rumah Kreatif Bantaeng (RKB)66 
 
Pemerintah Kabupaten Bantaeng dalam hal ini telah melakukan upaya 
pemberdayaan masyarakat industri berbasis ekonomi kreatif sektor kuliner dengan : 
a. Tatanan Regulasi 
Salah satu alasan pentingnya dilakukan penataan regulasi di Indonesia 
adalah :  
1) Terlalu banyaknya regulasi (Hyper-regulation); 
2) Saling bertentangan (Conflicting); 
3) Tumpang tindih (Overlapping); 
4) Multi tafsir (Multi Interpretation); 
5) Tidak taat asas (Inconsistency); 
6) Tidak efektif; 
7) Menciptakan beban yang tidak perlu (Unnecesarry Burden); 
8) Menciptakan ekonomi biaya tinggi (High-Cost Economi). 
Bapak Indrawan selaku Kepala Bidang UEMD SDA dan TTG di 
Dinas PMD, PP dan PA Kab. Bantaeng menegaskan bahwa : 
“Untuk aturan atau hukum yang menjadi dasar dalam pemberdayaan 
masyarakat berbasis ekonomi kreatif di kabupaten ini masih belum 
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 Data dari wawancara dengan pihak Rumah Kreatif Bantaeng, Senin 17 September 2018, 
Pukul 11.17 Wita 
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ada yang khusus di buat oleh daerah, kami hanya menggunakan 
peraturan yang ada seperti Undang-Undang RI tentang UMKM dan 
Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng tentang Desa yang di 
dalamnya itu membahas tentang BUM Desa sebagai salah satu upaya 
pemberdayaan masyarakat”.67 
 
Hal senada diperkuat oleh Bapak Saparuddin selaku pembina di RKB: 
“terkhusus di kabupaten bantaeng sejauh ini masih belum ada 
peraturan daerah atau peraturan bupati yang khusus membahas 
tentang ekonomi kreatif, kami menjalankan tugas berdasar dari 
Peraturan Presiden No.72 yang telah di resmikan oleh Presiden 
Jokowi juni 2015 lalu dan kami juga bekerjasama dengan Dinas-dinas 
terkait untuk mengoptimalkan upaya pemberdayaan masyarakat 
industri yang kreatif”.68 
Regulasi/aturan yang menjadi dasar pemberdayaan masyarakat 
industri berbasis ekonomi kreatif di Kabupaten Bantaeng :  
1) PERPRES RI No. 72 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif 
Peraturan Presiden ini menegaskan bahwa Badan Ekonomi Kreatif 
adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada presiden melalui menteri yang membidangi urusan 
pemerintahan di bidang pariwisata. 
 Bunyi Pasal 2 dalam Perpres ini adalah “Badan Ekonomi Kreatif 
mempunyai tugas membantu presiden dalam merumuskan, menetapkan, 
mengoordinasikan, dan sinkronisasi kebijakan ekonomi kreatif di bidang 
aplikasi dan game developer, arsitektur, desain interior, desain komunikasi 
visual, desain produk fashion, film, animasi dan video, fotografi, kriya, 
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 Wawancara dengan Bapak Indrawan selaku Kepala Bidang UEMD SDA dan TTG di Dinas 
PMD, PP dan PA Kab. Bantaeng, Senin 2 April 2018,  Pukul 08.05 Wita. 
68
 Wawancara dengan Bapak Saparuddin selaku Kasubag Perencanaan, Keuangan dan 




kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, televisi 
dan radio”.69 
2) UU RI No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM 
Hal-hal pokok atau kebijakan secara umum yang berkaitan dengan 
pengembangan UMKM dalam UU No.20 tahun 2008 adalah :70 
a. Pengertian Iklim Usaha dan Pengembangan UMKM 
Pengertian ini penting untuk mendasari pemerintah, pelaku usaha 
UMKM dan dunia usaha dalam mengembangkan daya saing UMKM. 
i. Pasal 1 ayat 9 “Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan 
Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan UMKM 
secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-
undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar 
UMKM memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, 
perlindungan, dan dukungan berusaha seluas-luasnya”. 
ii. Pasal 1 ayat 10 “Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh 
Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat untuk 
memberdayakan UMKM melalui pemberian fasilitas, bimbingan, 
pendampimgan, dan bantuan penguuatan untuk menumbuhkan dan 
meningkatkan kemampuan dan daya saing UMKM. 
b. Prinsip dan Tujuan Pemberdayaan 
i. Pasal 4 “Prinsip pemberdayaan UMKM : Pertumbuhan kemandirian, 
kebersamaan, dan kewirausahaan UMKM untuk berkarya dengan 
prakarsa sendiri; Perwujudan kebijakan publik yang transparan, 
                                                           
69 Peraturan Presiden RI No.72 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif 
70 UU RI No.20 Tahun 2008 tentang UMKM 
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akuntabel, dan berkeadilan; Pengembangan usaha berbasis potensi 
daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi UMKM; 
Peningkatan daya saing UMKM. Dan Penyelenggaraan perencanaan, 
pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu”. 
ii. Pasal 5 “Tujuan Pemberdayaan UMKM : Mewujudkan struktur 
perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan 
berkeadilan; Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan 
UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; Meningkatkan 
peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan 
kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan 
pengentasan rakyat dari kemiskinan. 
c. Peran Pemerintah 
UU UMKM ini juga memuat peran pemerintah dalam pengembangan 
UMKM, yaitu :71 
Pasal 7 ayat 1 “Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan iklim 
usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan 
yang meliputi aspek : Pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, 
kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang, dan 
dukungan kelembagaan”. 
d. Kebijakan Peningkatan Daya Saing UMKM 
Pada pasal 38 UU UMKM menyatakan bahwa menteri melaksanakan 
koordinasi dan pengendalian pemberdayaan UMKM. Pada saat ini, 
menteri yang dimaksud dalam UU ini adalah menteri Koperasi dan 
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 UU RI No.20 Tahun 2008 tentang UMKM 
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UMKM. Pada pasal 38 ayat 2 disebutkan bahwa koordinasi dan 
pengendalian pemberdayaan UMKM dilaksanakan secara Nasional dan 
Daerah yang meliputi penyusunan dan pengintegrasian kebijakan dan 
program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pengendalian umum 
terhadap pelaksanaan pemberdayaan UMKM termasuk penyelenggaraan 
kemitraan usaha dan pembiayaan UMKM”. 
3) PERDA No. 5 Tahun 2015 tentang Desa 
Hal pokok mengenai Pemberdayaan masyarakat dan BUM Desa 
dalam Peraturan Daerah No.5 Tahun 2015 ini terdapat dalam : 
i. Pasal 13 tentang Kewenangan Desa “Kewenangan Desa meliputi 
kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan 
Pembangunan Desa, pembinaan Kemasyarakatan Desa dan 
Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat. 
ii. BAB VIII tentang BUM Desa , pasal 130 ayat 1 “Dalam meningkatkan 
pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa dapat mendirikan 
Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”. 
Pasal 131 ayat 2 “Organisasi pengelola Badan Usaha Milik Desa  wajib 
memperhatikan Sumber Daya Manusia Masyarakat Desa setempat”. 
Pasal 133 ayat 1 tentang Hak dan Kewajiban “Badan Usaha Milik Desa 
berhak menghimpun dan mengelola usaha, aset dan kekayaan milik desa 
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Kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan yang memiliki 
tujuan yang jelas dan harus dicapai, oleh sebab itu, setiap pemberdayaan masyarakat 
perlu dilandasi dengan strategi kerja tertentu demi keberhasilannya untuk mencapai 
tujuan yang diinginkan. Ada lima 5 program strategi pemberdayaan yang terdiri 
dari73 : 
a) Pengembangan sumber daya manusia (SDM) 
Pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, PP dan 
PA Kab. Bantaeng telah mengupayakan pemberdayaan dalam mengembangkan 
sumber daya manusia melalui bimbingan pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan 
untuk pelaku ekonomi kreatif. 
“Penyuluhan atau pelatihan yang dilakukan Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat Desa, PR dan PA tersebut dilaksanakan dua kali dalam setahun. 
Tata cara penyuluhan dan pemberian pelatihan itu dengan mendatangkan 
narasumber yang terkait dengan usaha kreatif masyarakat yang akan 
memberikan materi-materi tentang ekonomi kreatif, mulai dari 
menumbuhkan usaha serta mempertahan kan hingga mengembangkan usaha 
tersebut seperti apa. Sedangkan upaya pelatihan ini dimaksudkan untuk 
memberikan pencerahan pemikiran masyarakat sehingga dapat berinovasi 
lagi dengan produk-produk tersebut, agar produk-produk yang dihasilkan 
dapat bersaing dengan usaha-usaha serupa yang lainnya”. Bapak Indrawan 
selaku Kepala Bidang UEMD SDA dan TTG di Dinas PMD, PP dan PA.74 
 
b) pengembangan kelembagaan masyarakat 
• Penumbuhan kelompok produksi masyarakat 
                                                           
73 Dinda Tauresia Febrina, Skripsi, “Peranan Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan 
UKM  di Desa Sukamulya Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu Perspektif Ekonomi Islam 
(Studi pada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Kain Perca desa Sukamulya Binaan Dinas 
Koperindag Kabupaten Pringsewu)”, FEBI UIN Raden Intan Lampung, 2017, hal. 42. 
74 Wawancara dengan Bapak Indrawan selaku Kepala Bidang UEMD SDA dan TTG di Dinas 
PMD, PP dan PA Kab. Bantaeng, Senin 2 April 2018,  Pukul 08.05 Wita. 
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Pembentukan kelompok dimaksudkan untuk menggabungkan potensi 
ekonomi dan berbagai sumber daya masyarakat yang akan lebih 
memudahkan masyarakat untuk mengakses berbagai fasilitas untuk 
pengembangan kegiatan produktif masyarakat. Pembentukan kelompok juga 
ditujukan untuk meningkatkan “bargaining position” dalam berbagai 
kepentingan misalnya untuk efisiensi produksi dan meningkatkan daya 
pemasaran produk.75 Strategi ini oleh pemerintah Kabupaten Bantaeng sudah 
dilakukan, seperti yang diungkapkan oleh Ibu Erna salah satu penggiat 
ekonomi kreatif : 
“Alhamdulillah, sekarang masyarakat mudah mengakses fasilitas 
yang dibutuhkan dalam kegiatan produksi, karna sudah terdapat 
kelompok kecil disetiap desa yang ditugaskan pemerintah untuk 
membantu masyarakat, saya pribadi sangat merasa terbantu”.76 
 
• Pemberdayaan Koperasi 
Pemberdayaan kelembagaan koperasi dapat dilakukan dengan 
mengembangkan dan menguatkan koperasi-koperasi yang sudah ada atau 
menumbuhkan yang belum ada tetapi potensial untuk dimunculkan 
(contohnya; pengembangan kelompok tani menjadi koperasi tani). 
Pengembangan dan penguatan koperasi memerlukan ragam program aksi 
yang mencakup penerapan prinsip-prinsip perkoperasian, pengembangan 
                                                           
75 Mikhael Wurangian, Skripsi, “Strategi Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat 
(Studi Bagi Masyarakat Petani Desa Basaan I Kecamatan Ratatotok)”, mahasiswa Ilmu Pemerintahan 
FISIP UNSTRAD, h.9. 
76 Wawancara dengan Ibu Erna selaku Penggiat Ekonomi Kreatif Jagoan Jahe, Sabtu 14 April 
2018, Pukul 16.30 wita. 
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organisasi dan manajemen perkoperasian, pengembangan permodalan, dan 
pembinaan perkoperasian.77 
Informasi yang diberikan oleh Kakanda Muslimin selaku penggiat 
Ekonomi Kreatif sektor Kuliner Kopi Karaeng sekaligus pemuda yang 
bergabung dengan Kelompok Pemuda Kreatif (KPK) yang di tugaskan oleh 
pemerintah dalam membantu masyarakat didesanya, menyebutkan bahwa: 
“Koperasi sudah ada sejak lama disini namun keberadaannya hanya 
sebatas nama menurut saya, tapi itu dulu sebelum masyarakat yang 
selama ini apatis membuka diri untuk bekerjasama dengan pihak 
koperasi. Saat ini koperasi yang ada sudah berkembang dan sangat 
membantu masyarakat dalam hal usaha permodalan, apalagi di 
dukung dengan pihak pemerintah yang selalu mengarahkan dalam 
mengembangkan kelembagaan koperasi disini dengan cara 
memonitor perkembangan setiap  2x dalam setahun”.78 
 
c) Pemupukan modal masyarakat 
Pembinaan Manajemen Badan Usaha Milik Desa, untuk meningkatkan 
kapasitas dalam rangka menunjang pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 
dalam mencapai tujuan dan sasaran yaitu terwujudnya kesejahteraan dan 
kemandirian masyarakat. 
Kegiatan ini berorientasi pada pembinaan pada BUM Desa, kegiatan 
yang bertujuan untuk : 
 Mendorong berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat desa; 
                                                           
77 Mikhael Wurangian, Skripsi, “Strategi Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat 
(Studi Bagi Masyarakat Petani Desa Basaan I Kecamatan Ratatotok)”, mahasiswa Ilmu Pemerintahan 
FISIP UNSTRAD, h.9. 
78 Wawancara dengan Kakanda Muslimin selaku Penggiat Ekonomi Kreatif Kopi Karaeng, 
Ahad 15 April 2018, Pukul 11.45 wita. 
 53 
 
 Memberikan pembinaan secara kontinue terhadap proses peningkatan 
kreativitas dan peluang usaha ekonomi produktif (berwirausaha) 
anggota masyarakat desa/kelurahan yang berpenghasilan rendah; 
 Mendorong berkembangnya usaha mikro sektor informal untuk 
penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat di Desa/Kelurahan yang 
terbebas dari pengaruh pelepas uang/rentenir.79 
 
d) pengembangan usaha 
Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa 
penguatan kapasitas dan kualitas usaha masyarakat yang dilakukan melalui 
kegiatan pelatihan kewirausahaan yang melibatkan Direksi (Direktur dan Bendahara) 
dan dari Kepala Unit Usaha BUMDesa. melalui kegiatan ini pelaku-pelaku ekonomi 
mampu mengembangkan usahanya secara mandiri dan professional guna mendukung 
peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat.80 
e) penyediaan informasi tepat-guna. 
meningkatkan dan menambah pengetahuan bagi Tim Delegasi yang terdiri 
dari unsur Pemerintah dan masyarakat pelaku usaha keterampilan inovator dan 
sebagai pembanding terhadap produk unggulan yang kita hasilkan dengan produk 
unggulan  hasil olahan daerah lain serta penambah motivasi, jiwa dan semangat 
Kewirausahaan masyarakat pelaku usaha kreatif yang dilandasi kepercayaan dan 
kemampuan diri sendiri, membuka mata bagi usaha kecil dan Pemerintah Kabupaten 
untuk dapat selalu mendukung masyarakat dalam meningkatkan usahanya dengan 
                                                           
79 Laporan Pelaksanaan Kegiatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, PP Dan PA, Tahun 
2017, h. 12-13. 
80 Laporan Pelaksanaan Kegiatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, PP Dan PA, Tahun 
2017, h. 8-9. 
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pendekatan alat TTG Baru dan Terbarukan setelah melihat produk dari daerah 
lainnya.81 
“Pemerintah juga menerapkan  Program TTG (Teknologi Tepat Guna), di 
terapkan agar usaha yang dilakoni masyarakat dapat meningkat dan 
terbarukan”. Bapak Firdaus selaku pegawai Dinas PMD,PP,dan PA Kab. 
Bantaeng.82 
 
Metode dan pendekatan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat industri 



















Keterangan :  
Metode Advokasi dilaksanakan para advokator dengan melihat permasalahan 
pada masing-masing sektor, yakni : Tritorial, Pemerintah Daerah, Pemetaan 
Kependudukan, Karakter (budaya) warga, dan Ekonomi warga. Kemudian 
dilanjutkan pada politik warga, spiritual warga, infrastruktur, tata ruang dan 
kondisi pendidikan warga. 
 
 
                                                           
81 Laporan Pelaksanaan Kegiatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, PP Dan PA, Tahun 
2017, h. 11-12 
82 Wawancara dengan Bapak Firdaus selaku pegawai Dinas PMD, PP dan PA Kab. Bantaeng, 
Senin 3 April 2018,  Pukul 09.05 Wita. 
83 Data dari wawancara dengan pihak Rumah Kreatif Bantaeng, Senin 17 September 2018, 






• Pemerintah Daerah 
• Pemetaan 
Kependudukan 
• Karakter (Budaya) 
Warga 
• Ekonomi Warga 
• Politik Warga 
• Spritual Warga 
• Infrastruktur 
• Tata Ruang 

























Metode pendampingan, artinya antara advokator dan warga adalah subyek 
yang sama. Pada saat pendampingan, karena advokator dan warga merupakan 
subyek yang sama maka diharapkan terjadi dialogus antara keduanya untuk 
memperoleh jawaban dari penggalian potensi sejarah warga, penggalian 





















• PENGGALIAN POTENSI SEJARAH WARGA 
Kedatangan, Ekonomi, Pendidikan 
• PENGGALIAN POTENSI YANG ADA 
Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam 
• MEMBANGUN KESADARAN BERPIKIR 
Mempertanyakan Ulang, Siapa Diri Dan Lingkungannya 
• MELAKSANAKAN EKSPERIMEN KREATIF 
Workshop 





Eksplorasi potensi sumber daya 
alam & warga/individual di 
kampung sasaran 
1. Identifikasi ide 




a. Ukm Day 
b. Media : Elektronik 
4. Melaksanakan Produksi 





Metode pelatihan yang diadakan berupa workshop eksperimen kreatif yang 
melibatkan warga. Tujuan dari metode ini adalah mengeksplorasi sumber 
daya alam dan warga/pribadi individual di desa sasaran. Langkah-langkah 
yang digunakan adalah : 1. Mengidentifikasi ide sebagai bahan diskusi, 2. 
Mengeksplorasi ide, 3. Mengembangkan desain, 4. Melaksanakan produksi, 
5. Pengemasan pada produk dan dagangan, yang dipromosikan dalam 
kegiatan Ukm Day dan acara-acara lain seperti festival dan semacamnya, dan 
juga melalui media elektronik. 
 
 Melalui beberapa metode tersebutlah diharapkan pemberdayaan masyarakat 
industri berbasis ekonomi kreatif dapat menghasilkan manfaat bagi warga dalam 
meningkatkan potensi diri. Pada pelaksanaan ini advokator adalah para konsultan 
PLUT UMKM dari Rumah Kreatif Bantaeng yang bekerjasama dengan Dinas 
Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kabupaten Bantaeng, dan Dinas PMD,PP dan 
PA. Dalam pelaksanaannya, metode ini sudah di terapkan dan sudah mendapat hasil 
seperti yang dikatakan Bapak Baharuddin Selaku penggiat ekonomi kreatif Jagoan 
Jahe : 
“yang kami dapatkan dari pemerintah, baik itu dari pemerintah kabupaten 
atau pemerintah desa dan  kelompok-kelompok pemberdayaan ialah 
bimbingan berupa tehnik menaikkan kualitas, kuantitas dan pemasaran 
produk yang kami buat. Kami alhamdulillah sangat bersyukur karena 2 
tahun terakhir semenjak produk kami masuk dalam daftar bimbingan rutin 
pihak konsultan dari rumah kreatif bantaeng, produk kami itu makin 
meningkat kualitasnya dan pemasarannyapun meningkat, saat ini makin 
banyak yang memesan produk kami”84 
 
c. Pembinaan/Pelatihan 
Pemberdayaan masyarakat industri berbasis ekonomi kreatif yang utama 
adalah bagaimana membangun SDM yang tangguh, yaitu dengan cara mendorong 
kemampuan berfikir dan berprilaku inovatif serta diperlukannya keterampilan dan 
kemampuan dalam aspek managerial, pengelolaan keuangan, pemasaran dan kerja 
sama yang saling menguntungkan. Untuk itu diperlukannya kegiatan pelatihan dan 
pendampingan secara berkesinambungan. Pemberdayaan masyarakat berbasis  
                                                           
84 Wawancara dengan Bapak Baharuddin selaku penggiat Ekonomi Kreatif Jagoan Jahe, 
Selasa 18 September 2018, Pukul 14.30 Wita. 
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ekonomi kreatif diarahkan agar menjadikan pelaku usaha mampu meningkatkan 
wawasan dan kemampuannya.85 Hal serupa dikemukakan oleh Bapak Saparuddin 
selaku Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Dinas Koperasi, UMKM dan 
Perdagangan Kab. Bantaeng bahwa : 
“sebuah pemberdayaan masyarakat industri yang berbasis ekonomi kreatif 
yang utama adalah membangun sumber daya manusianya terlebih dahulu, 
dengan memberikan pengetahuan agar lebih mudah dalam menjalankan 
upaya yang akan di tempuh selanjutnya. Pengetahuan yang harus di berikan 
kepada masyarakat terkait dengan tujuan yang ingin kita capai. kita 
menginginkan masyarakat sejahtera kehidupannya di bidang ekonomi maka 
kita harus mendorong kemampuan berpikirnya. Misalnya di daerahnya 
terdapat sumber daya alam yang dapat dikelola menjadi produk maka kita 
harus mendorong masyarakat agar berpikir kreatif menjadikan sumber daya 
alam yang ada menjadi produk yang terbarukan atau inovatif. Nah, Peran 
pemerintah disini ialah memberikan pelatihan-pelatihan, membina 
masyarakat agar usahanya berjalan sesuai dengan harapannya”.86 
 
Pelatihan/pembinaan yang telah di lakukan oleh Dinas PMD,PP, dan PA 
bekerjasama dengan Dinas Koperasi dan RKB Kab. Bantaeng diantaranya sebagai 
berikut : ‘’ 
a) Pembinaan pemberdayaan masyarakat 
Tujuan dari  kegiatan  ini adalah mendukung  upaya Pemerintah Daerah 
mewujudkan  Desa Mandiri sebagai penopang terwujudnya  Bantaeng sebagai pusat 
pertumbuhan ekonomi di bagian selatan Sulawesi Selatan . 
Adapun kelompok sasaran dari kegiatan ini meliputi : 
• Masyarakat di perdesaan; 
                                                           
85 Dinda Tauresia Febrina, Skripsi, “Peranan Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan 
UKM  di Desa Sukamulya Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu Perspektif Ekonomi Islam 
(Studi pada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Kain Perca desa Sukamulya Binaan Dinas 
Koperindag Kabupaten Pringsewu)”, FEBI UIN Raden Intan Lampung, 2017, h.42. 
86 Wawancara dengan Bapak Saparuddin selaku Kasubag Perencanaan, Keuangan dan 




• Kelompok/lembaga ekonomi di perdesaan; 
• Kelembagaann masyarakat antar desa; 
• Kelembagaan pemerintahan lokal; 
Keluaran dari kegiatan ini adalah sebagai berikut : 
• Terjadinya peningkatan kapasitas warga dan kelompok warga dalam 
mengorganisir diri dan lingkungannya untuk mencapai kemandiriannya. 
• Terjadinya perubahan perilaku warga dan kelompok warga dalam 
mengorganisir diri dan lingkungannya untuk mencapai kemandiriannya.87 
 
b) Pelatihan keterampilan manajemen BUM Desa pada bidang usaha ekonomi 
masyarakat desa sumber daya alam dan tekhnologi tepat guna. 
Sebagai sebuah kegiatan yang berorientasi pada pelatihan, kegiatan ini 
dimaksudkan guna mendorong peningkatan dan penguatan lembaga ekonomi Desa 
khususnya Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang tersebar di 46 Desa di 8 
Kecamatan. 
Ibu Nur selaku penggiat ekonomi kreatif produk Banana Chips mengatakan bahwa : 
“pelatihan-pelatihan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah sangat 
membantu kami, termasuk memberikan wawasan tentang perkembangan 
produk kami. Yang dulunya kami masih susah untuk mengembangkan usaha 
kripik pisang ini akhirnya dengan adanya pelatihan yang telah dilakukan 
beberapa kali membuat kami paham dan semakin semangat untuk 
meningkatkan usaha kami”.88 
Sebagai sebuah kegiatan yang berorientasi pada pelatihan BUM Desa, 
kegiatan ini bertujuan untuk : 
                                                           
87 Laporan Pelaksanaan Kegiatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, PP Dan PA, Tahun 
2017, h. 3. 
88 Wawancara dengan Ibu Nur selaku Penggiat Ekonomi Kreatif Banana Chips, Sabtu 14 
April 2018, Pukul 12.31 wita. 
 59 
 
• Meningkatkan kreativitas dan peluang usaha ekonomi produktif 
(berwirausaha) anggota masyarakat desa/kelurahan yang berpenghasilan 
rendah; 
• Mendorong berkembangnya usaha mikro sektor informal untuk penyerapan 
tenaga kerja bagi masyarakat di desa/kelurahan yang terbebas dari pengaruh 
pelepasuang/rentenir.89 
 
c) Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa, program peningkatan 
partisipasi masyarakat dalam membangun desa. 
Tujuan umum kegiatan Pembinan Kelompok Masyarakat  Pembangunan Desa 
adalah mengawal pelestarian dan menjamin keberlanjutan pengelolaan aset PNPM-
MPd. 
Ibu Kasmawati penggiat Ekonomi Kreatif produk Banana Chips mengatakan bahwa : 
“pembinaan PNPM-MPd yang dilakukan pemerintah hanya 1x dalam 
setahun. Tapi hasil dari pembinaan itu sudah lumayan membantu kami dalam 
hal bekerjasama dengan desa lain dalam mengelola potensi, dan masih 
banyak lagi hasil dari pembinaan itu ”.90 
Keluaran dari kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa 
ini adalah sebagai berikut : 
• Terlembaganya pengelolaan dana bergulir dalam pelayanan sosial dasar dan 
ketersediaan akses ekonomi bagi rumah tangga miskin; 
• Terbentuk dan berkembangnya kerjasama antar desa dalam pengelolaan 
potensi ekonomi lintas desa dan antar desa; 
                                                           
89 Laporan Pelaksanaan Kegiatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, PP Dan PA, Tahun 
2017, h. 1-2. 
90 Wawancara dengan Ibu Kasmawati selaku Penggiat Ekonomi Kreatif Banana Chips, Sabtu 
14 April 2018, Pukul 12.45 wita. 
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• Terjadinya peningkatan peran serta dan kerjasama para pemangku 
kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan.91 
 
d) Pelatihan/Bimbingan Teknis (Bimtek) 
Kegiatan pelatihan ini bermanfaat meningkatkan kompetensi masyarakat 
dimana materi yang di berikan meliputi membangun tim kerja efektif, teknik 
komunikasi dalam konteks pelayanan prima, survey index kepuasan masyarakat dan 
penanganan keluhan pelanggan. Hal serupa dikemukakan oleh Bapak Reynaldi 
selaku Pembina RKB Kab. Bantaeng bahwa : 
“Upaya yang harus rutin dilakukan Dalam pemberdayaan masyarakat 
industri di bidang ekonomi adalah Bimtek. Karena Bimtek ini lumayan 
berpengaruh kepada peningkatan kapasitas masyarakat dalam meningkatkan 
usaha kreatifnya, dalam kegiatan Bimtek ini para penggiat usaha kreatif di 
evaluasi tentang produknya. Memastikan apa yang menjadi kepuasan dan 
keluhan masyarakat selama produk ini di produksi lalu di pasarkan, dalam 
kegiatan Bimtek ini juga penggiat usaha juga diberikan arahan bagaimana 
penanganan mengenai masalah keluhan konsumen”.92 
 
2. Faktor Pendorong dan Penghambat Pemerintah dalam Pemberdayaan 
Masyarakat Industri Berbasis Ekonomi Kreatif. 
a) Faktor Pendorong 
1. Dukungan Multipihak 
1) Pemerintah 
Pemerintah berkepentingan untuk memberdayakan masyarakat 
industri berbasis ekonomi kreatif agar semakin kreatif dan produktif. Sebagai 
                                                           
91 Laporan Pelaksanaan Kegiatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, PP Dan PA, Tahun 
2017, h. 2-3. 
92 Wawancara dengan Bapak Reynaldi selaku Konsultan Pemasaran di  RKB dan pengurus 
PLUT UMKM Kab. Bantaeng, Rabu 4 April 2018,  Pukul 01.05 Wita.  
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pemegang kepentingan, pemerintah berfungsi melakukan regulasi, layanan 
dan koordinasi.93 
Usaha Ekonomi Kreatif Masyarakat Industri Kab. Bantaeng mendapat 
dukungan penuh dari pemerintah, dilihat dari usaha Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat yang bekerjasama dengan Dinas Koperasi dan Rumah Kreatif 
Bantaeng dalam memonitoring potensi-potensi lokal desa yang dapat 
dikembangkan menjadi produk kreatif yang dapat diproduksi dan 
dikembangkan untuk memajukan perekonomian desa. 
2) Masyarakat 
Masyarakat berkepentingan untuk berpartisipasi dalam pemberdayaan 
masyarakat industri berbasis ekonomi kreatif, dan kepemilikan usaha. 
Masyarakat harus bisa bermitra, mengadaptasi, mengembangkan usahanya 
sendiri dengan cara mengubah pola pikir mereka bahwa apa yang 
dilakukannya harus ada nilai tambah dan berkualitas.94 
Semangat dan respon positif dari masyarakat. Ini terbukti dengan 
keikutsertaan dan kehadiran masyarakat, proses pembuatan produk yang 
tergolong sederhana sehingga mudah diterima oleh masyarkat. selain itu 
kerjasama dalam pemasaran juga menjadi pendorong proses pelaksanaan 
produksi yang membuat masyarakat tertarik. 
2. Keterlibatan Beberapa Lembaga 
1) Pemerintah Desa 
                                                           
93Suryana, Ekonomi Kreatif, Ekonomi Baru: Mengubah Ide dan Menciptakan Peluang, 
(Jakarta: Salemba Empat, 2013),  h. 58. 
94 Suryana, Ekonomi Kreatif, Ekonomi Baru: Mengubah Ide dan Menciptakan Peluang, 
(Jakarta: Salemba Empat, 2013), h. 58. 
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Mengacu pada Pasal 1 ayat 12 UU No.6 Tahun 2014 yang 
menjelaskan tentang pemberdayaan masyarakat desa maka diperlukan upaya 
penyuksesan implementasi UU tersebut pada aspek implementasi desa 
mandiri dan partisipatif dengan memfokuskan pada pemberdayaan 
masyarakat. Aspek inilah yang harus menjadi perhatian dan kecakapan 
pemerintah Desa. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Habibi selaku kepala 
Desa di Desa Kaloling. 
Peran pemerintah desa dalam hal pemberdayaan masyarakat 
sangatlah penting dan harus diutamakan, pemerintah desa tidak 
hanya harus mendorong pemerintah yang dari kabupaten untuk 
mengembangkan usaha kreatif masyarakatnya tetapi juga harus 
bertindak sebagai pelaku utama yang medorong masyarakatnya 
dalam meningkatkan usahanya tersebut. Di Desa kaloling ini kami 
sebagai pemerintah desa sangat mendorong usaha-usaha yang 
dilakoni masyarakat, memfasilitasi setiap kegiatan yang berkaitan 
dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan 
kineja BUM Desa adalah hal yang sangat membantu masyarakat, 
sudah bisa saya katakan bahwa semenjak UKM permata hijau ini di 
sentuh oleh program-program dari RKB dan dinas-dinas yang 
bersangkutan, UKM ini sangat meningkat. Yang awalnya usaha ini di 
produksi dengan kemasan biasa saja, akhirnya sekarang kemasannya 
cantik dan lebih menarik sehingga pemasarannyapun tidak di skala 
desa lagi tetapi sudah keluar.”.95 
 
Pemerintah Desa dalam hal ini pada prinsipnya harus mencakup tiga 
bagian secara umum, yaitu:96 
• Pemerintah Desa sebagai Regulator,  
Pemerintah desa sebagai Regulator memberikan acuan dasar yang 
selanjutnya diterjemahkan oleh  masyarakat sebagai instrumen untuk 
                                                           
95Wawancara dengan Bapak Habibi selaku Kepala Desa di Desa Kaloling Kec.Tompobulu 
Kab. Bantaeng, Sabtu 15 September 2018, Pukul 11.15 Wita. 
96
 Fergie C.S.G. Koho, Pdf, Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat 
(Studi di Desa Tampusu Kecamatan Remboken Kabupaten Minahasa), h. 7. 
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mengatur setiap kegiatan pelaksanaan pemberdayaan di masyarakat. 
Pemberdayaan Masyarakat dari segi ekonomi akan dikaitkan dengan 
kebijakan yang mendukung dalam pengembangan usahanya. Adapun 
kebijakan yang diarahkan yakni kebijakan dibidang permodalan guna 
mendukung kegiatan usaha masyarakat dan dianggarkan dari APBN/APBD 
dan kebijakan di bidang perizinan pendirian usaha untuk mempermudah 
proses perizinan menjadi lebih efektif dan efisien. 
• Pemerintah Desa sebagai Dinamisator 
Peran pemerintah desa sebagai dinamisator adalah menggerakkan  
partisipasi multipihak tatkala stagnasi terjadi dalam proses pembangunan 
(mendorong dan memelihara dinamika pembangunan). Sebagai dinamisator, 
pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan yang 
intensif dan efektif kepada masyarakat. Bimbingan dan pengarahan sangat 
diperlukan dalam memelihara dinamika pemerintah melalui tim penyuluh 
maupun badan tertentu memberikan bimbingan maupun pelatihan kepada 
masyarakat. 
• Pemerintah Desa sebagai Fasilitator 
Peran pemerintah desa sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi 
yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan (menjembatani kepentingan 
berbagai pihak dalam mengoptimalkan pembangunan). Sebagai fasilitator, 
pemerintah berusaha menciptakan atau menfasilitasi suasana yang tertib, 
nyaman dan aman, termasuk menfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana 
pembangunan. Fasilitas dalam UKM misalnya, pemerintah desa memberikan 
 64 
 
fasilitas untuk mencapai tujuan pengembangan usaha yang dimiliki oleh 
UKM.97 
2) Pendamping Desa 
Tugas Pokok pendamping desa adalah mengawal implementasi UU 
Desa dengan memperkuat proses pelaksanaan pemberdayaan masyarakat 
desa. 
Sebagaimana wawancara dengan Bapak Awaluddin sebagai pendamping desa 
di desa Kaloling Kec. Tompobulu Kab. Bantaeng : 
“Sebagai seorang pendamping desa saya pribadi selama ini selalu 
ikut dalam kegiatan-kegiatan yang di lakukan didalam desa, baik itu 
kegiatan yang di laksanakan oleh kabupaten atau oleh desa saya 
sendiri. Dalam hal tugas saya sebagai pengawal di desa ini, saya 
melihat semangat masyarakat yang ingin maju dengan usaha mandiri 
kreatif yang saat ini mereka lakoni. Dalam mendampingi pemerintah 
desa mewujudkan masyarakat yang terberdaya pendamping desa di 
tugaskan membantu setiap kegiatan, memberi tanggapan, masukan 
dan solusi di setiap rapat kerja.98 
 
Tugas utama pendamping desa adalah mengawal implementasi UU 
Desa dan mendorong pelaksanaan UU Desa itu dengan cara memberdayakan 
warga desa. Sesuai dengan Peraturan Menteri No.3 Tahun 2015 tentang 
Pendamping Desa. Bab 1 Pasal 1 Ayat 14 “pendampingan desa adalah 
kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui 
asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi desa”. Pasal 2 “Tujuan 
pendampingan desa dalam peraturan menteri ini meliputi : meningkatkan 
kapasitas, efektifitas dan akuntabilitas pemerintah desa dan pembangunan 
                                                           
97
 Fergie C.S.G. Koho, Pdf, Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat 
(Studi di Desa Tampusu Kecamatan Remboken Kabupaten Minahasa), h. 8. 
98Wawancara dengan Bapak Awaluddin selaku Pendamping Desa di Desa Kaloling 
Kec.Tompobulu Kab. Bantaeng, Sabtu 15 September 2018, Pukul 10.15 Wita. 
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desa; meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat desa 
dalam pembangunan desa yang partisipatif; menigkatkan sinergi program 
pembangunan desa antarsektor; dan mengoptimalkan aset lokal desa secara 
emansipatoris”.99 
3) NGO Lokal (LSM) 
Lembaga swadaya masyarakat dalam hal pemberdayaan masyarakat 
desa juga berperan penting karna mengingat lembaga ini adalah lembaga 
yang dibentuk oleh masyarakat itu sendiri dan atas inisiatif masyarakat itu 
sendiri. 
“Dalam upaya pemberdayaan masyarakat industri berbasis ekonomi 
kreatif yang pemerintah lakukan, pemerintah disambut dengan respon 
positif dan dukungan dari berbagai kalangan masyarakat. Mulai dari 
lembaga swadaya masyarakat yang dimana lembaga ini bersedia 
Membantu pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat 
dalam melakoni usaha kuliner. Pemerintah juga mendapat dukungan 
dari pemerintah desa dan pendamping desa yang bersedia Membantu 
Pemerintah memantau perkembangan usaha masyarakat sekaligus 
membantu permodalan usaha yang dikembangkan masyarakat”. 
Bapak Indrawan.100 
 
Lembaga swadaya masyarakat dapat diartikan organisasi atau lebaga 
yang ditentukan oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia 
secara sukarela atas kehendak sendiri dan minat yang besar dan juga bergerak 
dibidang kegiatan tertentu yang ditentukan oleh organisasi atau lembaga 
sebagai wujud berpartisipasi dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan 
                                                           
99
 Peraturan Menteri No.3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa 
100 Wawancara dengan Bapak Indrawan selaku Kepala Bidang UEMD SDA dan TTG di 
Dinas PMD, PP dan PA Kab. Bantaeng, Senin 2 April 2018,  Pukul 08.05 Wita. 
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kesejahteraan masyarakat, yang menitik beratkan kepada pengabdian secara 
swadaya.101 
3. Pemasaran 
Teknik dan strategi pemasaran merupakan salah satu cara untuk 
meningkatkan daya tarik dan nilai produk sehingga menghasilkan nilai tambah. 
“Beberapa hal spesifik yang harus dipahami dengan baik jika suatu 
usaha Ingin sukses ialah di lihat dari Jumlah peminatnya. faktor 
pengukur dalam menilai berhasil atau tidaknya usaha utamanya adalah 
model promosi dan pengembangan produknya. Promosi produk sendiri 
dilakukan oleh segenap instansi dan masyarakat yang terkait, dan 
dilakukan dengan berbagai cara. sejauh ini pemasaran produk-produk 
yang telah di kembangkan masyarakat telah mengalami perkembangan, 
produk-produk yang selama ini hanya di pasarkan dalam skala desa dan 
toko-toko kecil saja saat ini telah masuk ke pasar-pasar besar seperti 
Alfamart bahkan sudah ada yang di ekspor keluar provinsi. Strategi 
pemasaran yang kami lakukan tidak hanya sebatas itu tetapi kami juga 
membuat event seperti Ukm Day, dan kami juga sering membuka stand 
ketika ada event besar yang berlangsung di sekitaran kota Kab. 
Bantaeng. Memasarkan produk-produk ekonomi kreatif tidak hanya 
sampai disitu saja tetapi kami juga menempuh pemasaran produk 
dengan sistem online, tapi masih skala Kab Bantaeng dan 
sekitarnya”.102 Bapak Reynaldi selaku Konsultan Pemasaran di  RKB 
dan pengurus PLUT UMKM Kab. Bantaeng. 
Bidang pemasaran mempunyai nilai tambah yang dapat diciptakan 
dengan menggunakan strategi penciptaan nilai (value creation strategy) melalui 
nilai pelanggan (customer value). Strategi ini dikenal den gan “Model Best”. 
Model Best yang dimodifikasi oleh Walters memilah-milah model menjadi tiga 
kelompok, yang meliputi:103 
                                                           
101
 Scribd.com/Peran-LSM-Dalam-Pemberdayaan-Masyarakat, diakses pada 11 September 
2018, pukul 18.20 Wita. 
102 Wawancara dengan Bapak Reynaldi selaku Konsultan Pemasaran di  RKB dan pengurus 
PLUT UMKM Kab. Bantaeng, Rabu 4 April 2018,  Pukul 01.05 Wita. 
103 Suryana, Ekonomi Kreatif, Ekonomi Baru: Mengubah Ide dan Menciptakan Peluang, 
(Jakarta: Salemba Empat, 2013), h. 71. 
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a. Analisis pelanggan (customer analysis) 
b. Penciptaan nilai (value creation) 
c. Kepuasan pelanggan (customer satisfaction) 
 
4. Tingginya Permintaan 
Permintaan yang semakin tinggi dapat mendorong ekonomi kreatif. 
Kakanda Muslimin sebagai penggiat ekonomi kreatif mengatakan bahwa: 
“yang menjadi penyemangat masyarakat dalam mengembangkan usaha 
salah satunya adalah permintaan konsumen yang semakin banyak, 
konsumen itu sendiri berasal dari berbagai macam kalangan. Terkadang 
dalam sehari ada 2-4 orang yang memesan produk kami dengan jumlah 
yang banyak. Untuk memenuhi pesanan itu kami beri jeda sehari 
sebelum dikirim”.104 
Semakin tinggi permintaan terhadap produk-produk ekonomi kreatif 
semakin tinggi rangsangan untuk berkreasi dan berinovasi. Dengan adanya 
permintaan yang semakin meningkat, para kreator semakin bersemangat untuk 
berimajinasi dan berinovasi. Dengan demikian, kreatifitas dapat mendorong 
permintaan, dan permintaan dapat mendorong kreativitas.105 
b) Faktor Penghambat 
1. Sumber Daya Manusia 
Sumber daya manusia memegang peranan penting dalam proses 
pembangunan desa. Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia maka semakin 
mendorong kemajuan suatu desa.106 Namun dalam penelitian ini sumber daya 
                                                           
104 Wawancara dengan Kakanda Muslimin selaku Penggiat Ekonomi Kreatif Kopi Karaeng, 
Ahad 15 April 2018, Pukul 11.45 wita. 
105 Suryana, Ekonomi Kreatif, Ekonomi Baru: Mengubah Ide dan Menciptakan Peluang, 
(Jakarta: Salemba Empat, 2013), h. 59. 
106 Chyntia P. Marentak, Pdf, “Peranan Pemerintah Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat 
Di Era Otonomi Daerah (Suatu Studi Di Desa Kali Oki Kec. Tombatu Kab. Minahasa Tenggara), h. 9. 
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manusia menjadi penghambat pemberdayaan masyarakat industri berbasis 
ekonomi kreatif. 
“Kualitas SDM yang masih rendah, belum profesional, dan Paradigma 
masyarakat yang konservatif masih takut untuk mencoba dan malas 
untuk mencari wawasan”.107 Bapak Dirga selaku Konsultan 
Produksi&SDM di  RKB dan pengurus PLUT UMKM Kab. Bantaeng. 
 
Sumber daya manusia adalah hal yang paling utama yang harus di sentuh 
oleh pemerintah dalam terwujudnya masyarakat yang terberdaya dan sejahtera, 
namun dalam hal ini sumber daya manusia atau masyarakat masih kurang yang 
berpikir untuk melangkah lebih maju, dikarenakan pemikiran yang masih takut 
untuk mencoba. 
2. Modal 
Kekurangan modal (lack of capital), terutama modal finansial untuk 
pengadaan dan pembiayaan operasional ekonomi kreatif. Kekurangan modal 
finansial akan menghambat kegiatan ekonomi kreatif terutama untuk 
mewujudkan gagasan kedalam bentuk produk ekonomi kreatif yang riil.108  
“Pada dasarnya permasalahan utama yang dialami oleh pelaku ekonomi 
kreatif di kabupaten ini adalah pada aspek permodalan, walaupun telah 
mendapat pinjaman modal dan bantuan dari pemerintah tetap modal 
lebih masih di butuhkan karena mengingat kebutuhan bahan produksi 
dan permintaan konsumen yang tidak seimbang”.109 Bapak Saparuddin. 
 
3. Ketersediaan peralatan produksi 
                                                           
107 Wawancara dengan Bapak Bapak Dirga selaku Konsultan Produksi&SDM RKB dan 
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“Peralatan Produksi dalam usaha  yang di jalankan masyarakat saat ini 
masih menggunakan semi/tradisional konfensional, belum ada alat 
produksi yang modern”110. Bapak Dirga 
 
“Jika ingin mendapat hasil produk yang lebih baik maka masyarakat 
dianjurkan menggunakan peralatan produksi yang modern. selain 
mengikuti zaman yang sudah modern ini, peralatan produksi juga sangat 
menunjang dalam kinerja dan masyarakat lebih efisien dalam membagi 
waktu. Tapi, lagi dan lagi ini persoalan modal”111. Bapak Reynaldi 
 
Peralatan produksi sangatlah penting dan seharusnya menjadi faktor 
pendorong dalam peroses peningkatan kualitas dan mutu usaha kreatif 
masyarakat. Namun disini peralatan produksi yang menjadi faktor penghambat 
di masyarakat. Ini karena masih kurangnya modal untuk mendatangkan 
peralatan yang lebih modern. 
 
4. Kemampuan untuk memenuhi kualifikasi pasar terkait BPOM dan Halal 
Kehalalan produk adalah sesuatu yang terpenting bagi umat Islam, Hal 
semacam ini menjadi salah satu pertimbangan bagi mereka dalam membeli dan 
mengkonsumsi sebuah produk.  
Bapak Dirga Mengungkapkan bahwa : 
“Penghambat lain dalam usaha masyarakat adalah pemberian label 
halal dan BPOM produk, masyarakat harus melewati berbagai macam 
tahap untuk mendapatkan itu. Tetapi lagi-lagi kemampuan untuk 
memenuhi syarat-syarat pemeberian label adalah masalah yang berat 
bagi masyarakat, karena untuk mendapatkan label halal itu bukan hanya 
dibuktikan dengan tingkat kebersihan produk dan kemasan tetapi juga 
dari segi proses produksinya. Sedangkan proses produksi yang 
digunakan masyarakat saat ini masih tergolong manual, belum 
menggunakan alat yang modern. selain alat produksi yang belum 
                                                           
110
 Wawancara dengan Bapak Bapak Dirga selaku Konsultan Produksi&SDM RKB dan 
pengurus PLUT UMKM Kab. Bantaeng, Rabu 4 April 2018,  Pukul 11.10 Wita. 
111
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memenuhi syarat, modal juga diperlukan dalam pengurusan sertifikat 
Halal dan BPOM”112. 
Dalam Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan 
pangan dijelaskan bahwa setiap pelaku usaha yang menyatakan bahwa 
produknya halal bagi umat Islam, maka harus bertanggung jawab atas kehalalan 
produknya. Pencantuman keterangan halal atau tulisan halal pada label pangan 
adalah suatu kewajiban apabila pihak yang memproduksinya menyatakan atau 
mengklaim bahwa produksinya halal bagi umat islam. Kebenaran suatu 
pernyataan halal label pangan tidak hanya dibuktikan dari segi bahan baku, 
bahan tambahan pangan, atau bahan bantu yang digunakan dalam memproduksi 
pangan, tetapi harus pula dibuktikan dalam proses produksinya.113 
 
5. Desain kemasan produk. 
Lemah dalam desain kemasan produk, baik dalam jumlah maupun 
kualitas desain pekerjaan.  
“desain kemasan produk yang dikelola masyarakat masih terbilang 
biasa jika di bandingkan dengan kemasan produk luar, misalnya pada 
kemasan sipakalabbiri kripik. Ini disebabkan karena kurangnya 
masyarakat yang menguasai tentang desain dan kurangnya modal untuk 
membuat desain diluar kota. Sejauh ini pihak pemerintah sudah 
berupaya meningkatkan dari sisi pembinaan kepada masyarakat 
mengenai desain kemasan agar produk yang dihasilkan tidak hanya enak 
isinya tetapi terlihat cantik juga dibagian luarnya.  Yang menjadi 
sasaran pemerintah dalam pembinaan adalah pemuda–pemuda, karena 
menurutnya mereka bisa lebih cepat memahami ilmu yang diberikan. 
Tapi, tidak menutup kemungkinan bahwa orang tua tidak boleh 
bergabung dalam pembinaan ini, pasti tetap diperbolehkan”114. 
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Kelemahan tersebut disebabkan karena keterbatasan pengetahuan dan 
wawasan mengenai pasar yang menyebabkan lemahnya desain yang kurang 
bermutu dan minimnya sentuhan kontemporer. Pendidikan, pembinaan, 
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Berdasarkan uraian dari hasil dan pembahasan yang telah dilakukan, maka 
peneliti menarik kesimpulan, bahwa : 
1. Peranan Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan masyarakat berbasis 
ekonomi kreatif sektor kuliner ada 3 yaitu Tatanan regulasi, pengarahan 
strategi, dan Pelatihan. Pemberdayaan melalui upaya yang ditempuh oleh 
pemerintah itu sudah terlaksana dengan baik, dan dapat membantu 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
5. Faktor pendorong pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat berbasis 
ekonomi kreatif sektor kuliner adalah Dukungan Multipihak baik dari 
Pemerintah (PMD,Koperasi,RKB), Semangat dan respon positif dari 
masyarakat yang terbukti dengan keikutsertaan dan kehadiran masyarakat, 
proses pembuatan produk yang tergolong mudah sehingga mudah diterima 
oleh masyarkat. selain itu kerjasama dalam pemasaran juga menjadi 
pendorong proses pelaksanaan produksi yang membuat masyarakat tertarik. 
Faktor pendorong selanjutnya adalah Keterlibatan Beberapa Lembaga seperti 
NGO Lokal (LSM), Pendamping Desa, Pemerintah Desa dan Pemasaran. 
Sedangkan faktor penghambatnya adalah Kualitas SDM yang masih 
rendah, belum profesional, dan Paradigma masyarakat yang konservatif 
masih takut untuk mencoba dan malas untuk mencari wawasan. Modal, 
Ketersediaan peralatan produksi, Kemampuan untuk memenuhi kualifikasi 




Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diajukan beberapa saran sebagai 
berikut :  
1. Bagi lembaga yang bersangkutan 
Hendaknya lebih ditingkatkan lagi dalam memberikan pelatihan-
pelatihan mengenai peningkatan wawasan kreatifitas masyarakat, bisa lebih 
perhatian kepada permodalan dan mempermudah perizinan pemberian label 
Halal & BPOM terhadap produk yang dikelola oleh masyarakat. Selain itu 
pemerintah diharapkan dapat meningkatkan pemasaran produk ekonomi 
kreatif yang dikelola oleh masyarakat. Misalnya produk di pasarkan tidak 
hanya di skala lokal kabupaten kota saja. tetapi harus ditingkatkan ke skala 
nasional maupun internasional. 
2. Bagi Masyarakat 
Hendaknya lebih ditingkatan lagi keaktifannya dalam program 
pemberdayaan masyarakat berbasis ekonomi kreatif sektor kuliner, karena 
partisipasi masyarakat merupakan unsur penting dari sebuah pelaksanaan 
pemberdayaan. Masyarakat juga sebaiknya dapat membuat inovasi baru 
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Informan 2 : Bapak Saparuddin (kasubag Perencanaan, keuangan dan pelaporan 




Informan 3 : Bapak Dirga (konsultan produksi & SDM RKB dan pengurus PLUT 
UMKM Kab. Bantaeng) 
Informan 4 : Bapak Reynaldi (konsultan pemasaran RKB dan pengurus PLUT 
UMKM Kab. Bantaeng) 
 
 
Salah satu kegiatan pelatihan/pembinaan pemberdayaan masyarakat berbasis ekonomi 





Pembinaan teknik produksi dan pemasaran produk ekonomi kreatif sektor kuliner 


























Kunjungan sekaligus wawancara dengan Informan 9 & 10 :Bapak Habibie (Kepala 













Produk ekonomi kreatif : 
 
Pemasaran produk ekonomi kreatif  di Alfamart Kab. Bantaeng 
 
Pemasaran produk ekonomi kreatif di Sakti Gift Shop Bandar Udara Internasional 























Jagung marning/Layoaku Marning, produk Desa Layoa Kec. Gantara ngkeke  
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